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BU PATI KARANGANYAR'

PERATURAN BUPATI KARAN GANY AR

- NOMOR -‘(O TA\—\UH ;zot%
TENTANG o ‘

,‘ N PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN o
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

"Menimbang : a. Bahwa dalam rangka : tertlb penyelenggaraan'
- - administrasi penatausahaan keuangan maka i perlu
- disusun Pedoman Penatausahaan Keuangan Anggaran' ‘
- ;j“.A,‘fchndapatan dan Belan_}a Daerah

' A b. . bahwa untuk maksud sebagalmana tersebut huruf a,
L~ -perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman
. . ..  Penatausahaan: Keuangan Anggaran Pendapatan dan -
“'iBelan_]a/Daerah = ,
.M'e'ngiir.lgaltv, ';1‘.‘. >_,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang-:

- Pembentukan ‘- Daerah- daerah Kabupaten dalam
- Llngkungan Prop1ns1 J awa Tengah ' ' :

2. " Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangkt
. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik -

CE . o Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

ny Nega.ra Repubhk Indones1a Nomor 4286),,

': '3.‘4 Undang-Undang Nomor | _Tahun 2004 tentang g

Perbendaharaan Negara (Lembaran “Negara Republik

B Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran, ‘
: Negara Repubhk Indonesm Nomor 4355); . SRR

4, Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

. Pemeriksaan ~ Pengelolaan dan Tanggung \ Jawab -
~Keuangan Negara. .(Lembaran Negara R&publik °
' Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lethbaran -
»Negara Repubhk Indones1a Nomor 4400) o W

5. Undang—Undang 'Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
..~ Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
' ‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran =,

- Negara Republik Indonesia ‘Nomor 4437) sebagaimana



V

" telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

" Kedua| atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

’ Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

3 Lernbaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4844)

. Undang-Undang Nomor 33 . Tahun 2004 tentang
: Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaranv ’

Negara Repubhk Indonesm Nomor 4438),

—Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak '
~Daerah 'dan Retribusi Daerah  (Lembaran - Negara

chubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 5049); :

. Undang-Undang Nomor :112 -'Tahun ~2011° tentang

Pembentukan = Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran ~Negara Republik Indonesia Tahun 2011

‘Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '
- Indonesia Nomor 5342); ' ‘

. Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
" Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 4416) sebagaimana.telah beberapa kali

“ diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Normor 21

| Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

~ Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan .

~ Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik . :

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

5 Negara Repubhk Indones1a Nomor 47 12)

10. Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang ’
- Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia - Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

~ Nomor .74 Tahun 2012 - tentang Perubahan Atas

BTN
~ Dana = Perimbangan = (Lembaran — Negara ~ Republik

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum- (Lembaran Negara

- . Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan
‘ Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5340), )

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun, 2005 tentang

Indonesia . “Tahun 2005  Nomor 137, Tambahan

Lembaran 'Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575),



12

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

- Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

~Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 457 6); '

13.

14,

~Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
‘Pengelolaan  ~ Keuangan Daerah (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
'.Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 457 8), .

VPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang o
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor

. 15.

'4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan .
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
 Pengelolaan' Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

"Pe‘ratura’ri Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
- Pengelolaan = Keuangan Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83.

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahun

-~ 16.

,2007 Nomor 4738)

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar - Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Repubhk Indones1a Tahun 20 10 Nomor 123);

17.

18.

19,

20,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang s

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara :
'Republik Indone31a Nomor 5272), o ‘

vPeraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
_Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah sebagaimana telah

beberapa - kali - diubah terakhir ' dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemermtah :

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006)
.tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
,sebageumana -telah = diubah - beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

" Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13- Tahun 2006 tentang

: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
‘tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

o Layanan Umum Daerah



" 21, Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 55 Tahun 2008
-~ tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
.. Laporan Pertanggung]awaban : Bendahara serta

Penyampaiannya;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana - telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan =~
Bantuan  Sosial yang bersumber dar1 Anggaran ‘

o Pendapatan dan Belanja Daerah

| MEMUTUSKAN c

| Mf:netapkan PERATURAN = BUPATI - TENTANG  PEDOMAN
' PENATAUSAHAAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN
_ PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini, yang d1maksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah
sebaga1 unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

| 3. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar;

4. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah -yang selanjutnya'

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar o &

' 5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka - penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajlban daerah tersebut; =

- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan penatausahaan,

pelaporan, pertanggung]awaban dan pcngawasan : ,

| keuangan daerah

7. Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah selanjutnya

d1smgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan




Pemenntahan Daerah yang dlbahas dan dxsetujul bersama |

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan d1tetapkan dengan
Peraturan Daerah;

.Satuan Kexja Pengelolaan Keuangan Daerah yang

, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

- 10.

pada - Pemerintah - Daerah = selaku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan

-keuangan daerah, yang'dalam hal ‘ini- -dilaksanakan oleh

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah . o

. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selan_]utnya d1s1ngkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah -
selaku pengguna anggaran/ barang, ‘

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
- kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

11.

12.
adalah PPKD yang bertindak dalam kapa31tas sebagai

13

14.

keuangan daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seIan_]utnya’.,
disingkat PPKD adalah Kepala - Dinas Pendapatan

‘Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertlndak

’ sebaga1 Bendahara Umum Daerah

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BUD

Bendahara Umum Daerah;

; Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewénéngan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fung51 SKPD yang dlplmpmnya, e

Pengguna Barang ada.lah pe_]abat pcmegang kewenangan

penggunaan barang milik daerah;

15.

16.

17.

18.:

Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat
KBUD  adalah Pejabat ~yang diberi kuasa untuk ,
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah ‘ ‘

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang - diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian: kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungm SKPD; o : ‘

‘PeJabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang sclanjutnya :
disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan

" fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD dan SKPKD;

Pe_]abat Pelaksana Teknis Keglata_n yang selanjutnya‘
d1s1ngkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD dan



SKPKD yang melaksanakan satu atau beberapa keglatan
dari suatu program sesuai dengan bldang tugasnya;

19. Bendahara Penenmaan adalah Pejabat fungsmnal yang»

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mernpertanggunglawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka APBD pada SKPD

20. Bendahara Penenmaan Pembantu adalah PeJabatf
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka APBD‘ o

pada unit kerja SKPD;

21. Bendahara Pene_rimaan PPKD adalah Pejabat fu‘ngsional
yvang ditunjuk menerima, meny1mpan, menyetorkan,
. menatausahakan, dan ‘mempertanggungjawabkan
penenmaan uang yang bersumber dan transaks1 PPKD g

22 Bendahara Pengeluaran adalah - pejabat fungsmnal ‘yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan; menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka APBD pada‘”
SKPD; : ’

23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat,
fungsional = yang ditunjuk menerima, -~ menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam )
rangka APBD pada unit kerja SKPD; -

24. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat - fungsional
yang ditunjuk menerima, = menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggung]awabkan uang
untuk keperluan transak31 PPKD:

25 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
‘'seluruh  penerimaan daerah dan ‘digunakan untuk' -

' membayar seluruh pengeluaran daerah S

<26 Entltas Pelaporanr adalah unit pemermtahan yang terdln
" _atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
 ketentuan peraturan perundarig-undangan  wajib-
~ menyampaikan rlaporan pertanggunglawaban ‘berupa
laporan keuangan
27. Entitas. Akuntan31 adalah unit pemermtahan pengguna
- anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib -
menyelengarakan - akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk <’ilgabungkan pada entltas pelaporan, =

28. Unit Kczja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan‘
‘satu atau beberapa program, '




.29

Tnn Anggaran Pemenntah Daerah yang selanjutnya‘ :
disingkat TAPD adalah Tim yang  dibentuk dengan

- Keputusan Bupat1 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

' yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

~ kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang

30
~ 31

30,

anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesua1 dengan kebutuhan :

.:Rencana Ker_]a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan

o rencana belanja program dan keglatan SKPD sebagai dasar ‘

penyusunan APBD;

Rencana kerja dan Anggaran PeJabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya -disingkat - RKA-PPKD adalah -
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara S

Umum Daerah;

Klnerja adalah keluaran/ hasil dari keglatan/ program yang'

~ akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan - :

o anggaran dengan kuantitas dan kuahtas yang terukur

- 33.

- 34.

"~ yang menjadl ‘hak dan kewajiban setiap tingkatan atau |

Fungs1 adalah perwujudan tugas kepemenntahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapeu
tujuan pembangunan nas1ona1 SR

Urusan Pemenntahan adalah fung81-fungs1 pemenntahan

susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus

fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam

rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan

s mensejahterakan masyarakat

 35.

Program adalah penjabaran kebgakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang dlsedlakan untuk

o . mencapa1 hasil yang terukur sesueu dengan misi SKPD;

36

Keglatan adalah baglan darl program yang dllaksanakan;

. - oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian
- dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan -

‘terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil (Sumber daya manusia), barang

“modal termasuk peralatan dan teknologl, dana, atau
~ kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
‘tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasﬂkan
keluaran (Output) dalam bentuk barang/ jasa; ,

'37.

Sasaran (target) adalah hasﬂ yang dlharapkan dari suatu
program atau keluaran yang dlharapkan dari suatu

| keglatan



\‘

38.

HaSﬂ (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran . dari keglatan—keglatan dalam satu

~ program,;

39

. 40.
- 41.
42,
43,
44.8
pendapatan daerah dan belanja daerah

45,
46.
47.
SILPA adalah selisih lebih realisasi  penerimaan dan

48,

Rekemng Kas Umum Daerah adalah ‘ rekenmg tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
dltetapkan, '

-Penenmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas‘
~daerah; T o o
_Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan kas
daerah ,

Pendapatan ‘daerah adalah hak pemenntah daerah yang
diakui sebaga1 penambah n11a1 kekayaan bers1h

BelanJa daerah adalah kewajlban pemenntah daerah yang
dlaku1 sebagai pengurang n11a1 kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah SCIISlh 1eb1h antara‘

Defisit - Anggaran Daerah adalah selisih - kurang antara

~pendapatan daerah dan belanja daerah;

,-Pemblayaan daerah adalah,semua penenmaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan' o

maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya;
Slsa leb1h Perhltungan Anggaran yang selan_]utnya disebut |
pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran,

ijaman ~Daerah adalah semua  transaksi yang

‘mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau

“menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

49 |
‘kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah |
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

‘sehingga  daerah d1beban1 kewajiban untuk membayar
‘kembali; '

P1utang Daerah adalah Jumlah uang yang Wa_ub dibayar

" perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan :
, ;perundang-undangan atau akibat la_lnnya yang sah; '

. 50.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang ’Wa_]lb' dlbayar’
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan



4 perundang-undangan, pexjanjlan atau berdasarkan sebab
- lalnnya yang sah; n ,

51.

Dana Cadangan adalah dana yang d1s131hkan untuk

- menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif

‘besar yang tldak dapat dlpenuhl dalam satu tahun

“n anggaran

52.

Investa31 adala.h penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat

sosial dan/atau’ manfaat lainnya schingga dapat

- meningkatkan kemampuan pemenntah dalam rangka

53,

: ~ pelayanan kepada masyarakat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola

- Keuangan Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat DPA-PPKD
- adalah . Dokumen -~ Anggaran Dinas Pendapatan ,
: " Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara
- Umum Daerah . . :

54.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanJutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan ‘dokumen yang memuat

- pendapatan dan belanja yang dlgunakan sebagai dasar
: anggaran oleh Pengguna Anggaran ‘ .

. 55,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang

* * selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang

memuat perubahan pendapatan dan. belanja yang

- digunakan sebagai dasar - perubahan anggaran oleh

56.
S selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat
~sisa belanja tahun sebeIumnya sebaga1 dasar anggaran

Pengguna Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang

= _tahun benkutnya

-57.
- yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

Anggaran Kas adalah dokumen perklraan arus kas masuk

 keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
- guna mendanal keglatan dalam setlap periode;

s

BelanJa T1dak Langsung adalah Belanja yang d1anggarkan

- tidak  terkait secara langsung dengan ‘program dan
: keglatan 4 o

- 59.

66.

BelanJa Langsung adalah BelanJa yang dlanggarkan terkaut
secara langsung dengan program dan kegiatan; '

‘Surat Penyedlaan Dana yang selan_]utnya dlslngkathPD

~ adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

61.

melaksanakan keglatan sebagal dasar penerbltan SPP;

Surat Permmtaan Pembayaran yang selanjutnya d1s1ngkat'

. SPP adalah dokumen yang d1terb1tkan oleh pejabat yang



bertanggun'awab atas keglatan/ bendahara pengeluaran

- 62.

, untuk mengajukan permmtaan pernbayaran

SPP Uang Persedlaan yang selanjutnya dlsmgkat SPP—UP
adalah dokumen . yang diajukan oleh = bendahara
pengeluaran untuk perrmntaan uang muka kerja yang

- bersifat pengisian kembali (revolving)  yang tldak dapat

63.

dllakukan dengan pembayaran langsung,

SPP Ganti Uang Persedlaan yang selanjutnya dls1ngkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

~yang t1dak dapat dllakukan dengan pembayaran langsung;

64.

65.

SPP Tambahan Uang Persedlaan yang selan;utnya
dlslngkat SPP-TU adalah dokumen yang dlajukan oleh

‘bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan

uang persediaan guna melaksanakan kegjatan SKPD yang

‘bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk'

embayaran langsung dan uang persedlaan,

SPP Langsung yang selanjutnya d1smgkat SPP-LS adalah‘

- dokumen . yang- diajukan oleh bendahara pengeluaran
© untuk permlntaan pembayaran langsung kepada pihak

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kelja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dan tunjangan

"dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya d1s1apkan oleh
- PPTK;

66.

SPP LangSUng PPKD yang 'selanjufnya disingkat SPP—LS'

. PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas

~ transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PPKD dengan -
~ jumlah, penenma peruntukan, dan waktu pembayaran ’
- tertentu; : :

67.

68.

Surat Perinfah Membayar yang __selanjutnya disingkat SPM .
adalah dokumen - yang = digunakan/diterbitkan oleh . -

Pengguna 'Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk -
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

Surat». Penntah Membayar Uang Persedlaan yang

. selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang.

diterbitkan oleh “pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

~ DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan
- untuk mendana1 keglatan operasmnal kantor seharl—han .

- 69.

Surat Permtah Membayar Gant1 Uang Persedlaan yang -
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran



L DPA-SKPD yang dananya d1pergunlakan untuk menggantl ,' N

70.

uang persedlaan yang telah dlbelanjakan

Surat Perintah Membayar Tambahan ~ Uang Persedlaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TU\ adalah dokumen yang
diterbitkan - oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna

‘Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD . karena kebutuhan dananya melebihi dari

© jumlah batas pagu uang persedlaan‘ yang telah d;tetapkan

71.
72.

73.

sesuai dengan ketentuan,

Surat Penntah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya -
disingkat SP2D-LS adalah dokumen  yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang|telah diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM- LS : V'

Surat Perintah Pencalran Dana yang selan_]utnya dlsmgkat '
SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar

i pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
- SPM;

|

Barang Mlhk Daerah adalah semua barang yang d1be11 atau

. diperoleh "atas beban APBD atau berasal dari perolehan :

74.

75.
~ SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

76.

»1a1nnya yang sah

o
o

Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang
diselenggarakan Bendahara penenmaan untuk menyetor

i

penerlmaan daerah ke kas daerah g
Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah yang: selanjutnya dlslngkat' ,
besamya _]umlah pokok paJak yang terutang

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjunya"

- disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

77.

78.

‘menentukan besarnya Jumlah pokok retribusi yang
a terutang SR S S

i

Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau buktl dari

bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke '
e rekenmg kas umum daerah. o 1 ‘

|
Keruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, :
dan barang yang nyata dan pastl Jumlahnya sebagai akibat

- perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -

- 79;

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan

' Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangr
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan . dalam melakukan kegiatannya

: dldasarkan pada prinsip eﬁs1ens1 dan produktlﬁtas,

|
.}.,
$



80. P

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selan_]utnya disebut
PPK-BLUD  adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan wuntuk

- menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

81.

meningkatkan pelayanan kepada ‘masyarakat dalam
rangka  memajukan kesejahteraan - umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian

dari - ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada_
umumnya; : ‘

Fleks1b111tas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan
/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapatr

- dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum,;

82.

Pendapatan BLUD adalah semua penenmaan dalam
bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode Anggaran yang bersangkutan c

. yang tidak perlu dlbayar kembali;

- 83.

Belanja BLU_D adalah semua pcngelué.ran ~dari rekening

‘kas yang mengurangi ekuitas dana laricar dalam periode

tahun Anggaran bersangkutan yang t1dak akan dlpcroleh

‘ pembayarannya kembali oleh BLUD;

84,

Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang

- mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang
dan /atau jasa untuk keperluan operas1ona1 BLUD, ,

- 83

86.

."Rekemng Kas BLUD adalah rekemng tempat menylmpan

uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank:
umum untuk  menampung = seluruh  penerimaan
pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD

Rencana Blsms dan Anggaran BLUD selanjumya disingkat
RBA adalah  dokumen - perencanaan . bisnis dan
penganggaran tahunan yang bens‘1r program, keglatan

- target kmer_]a dan Anggaran BLUD;

87.

Dokumen Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-

BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan

biaya, proyeks1 arus kas, jumlah dan kualitas barang

: dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan dlgunakan

88.

89

sebagm dasar anggaran oleh BLUD

Basis Akrual adalah bas1s akuntansx yang mengak\;u
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatlkan saat,
kas atau setara kas diterima atau dlbayar

'Umt Layanan Pengadaan atau dlsebut ULP adalah unit
' organisasi pemerintah yang ‘berfungsi melaksanakan

pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pegawai-pegawai
yang telah’ memiliki . seruﬁkat keahlian pengadaan

: barang/jasa pemerintah;



90.

PeJabat Pembtiat Komltmen adalah yang selanjutnya‘ |

- disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung Jawab atas

91.

92,

pengadaan barang/ Jasa
PeJabat Pengadaan adalah personll yang mem111k1 sertlﬁkat
keahlian pengadaan barang/jasa serta yang melaksanakan
pengadaan barang/ jasa;

Pamt1a/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah

' panitia/pejabat  yang dltetapkan oleh PA/KPA. yang

. 93.

bertugas memerlksa dan menenma hasﬂ pekeljaan

Pengadaan secara elektromk atau E—Procurement adalah
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan tehnologi informasi dan’ transaksi elektromk

- sesuai dengan ketentuan perundangan

- 94,

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutriya
disingkat LPSE adalah wunsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Karanganyar yang melayani proses pengadaan

| ' barang/jasa secara elektromk dengan menggunakan

95,

sistem aplikasi SPSE nasional;

Katalog el‘ektmnik “atau E—Cataldgﬁe adé.lah sistern
-informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
‘teknis dan harga barang tertentu dan berbaga1 penyedia

. barang /jasa Pemenntah

96.

(1)

E-Purchasmg adalah’ tata cara . pembehan barang/ jasa |
melalui 31stem katalog elektronik. .
‘ BAB II
PRINSIP MAKSUD DAN TUJUAN

: Pasal 2

'Penatausahaan Pelaksanaan APBD menerapkan pnn31p—

prinsip sebagai bcrlkut

a. siklus® anggaran’ daerah nlehputi i penyusunan'

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan 'APBD mulai dari tanggal 1_ Januari

sampai dengan 31 Desember.

b. pendapatan yang dlrencanakan rnerupakan perklraan, ‘

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan, sedangkan belanJa yang
~ dianggarkan merupakan batas tertmggl pengeluaran
belanja _

- c. penganggaran pengeluaran harus dldukung ‘dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah yang cukup dan tidak dlbenarkan



- melaksanakan keglatan yang belum tersedla atau tidak
 mencukupi kredit anggarannya : dalam APBD /‘

~ ' Perubahan APBD;

. untuk pengeluaran atas beban APBD terleb1h dahulu
- diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD

selaku BUD. atau chutusan Bupati Iamnya yang
dlsamakan dengan SPD : :

. semua penenmaan dan pengeluaran daerah dalam

tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan

~dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas
Umum Daerah yang dltempatkan pada PT. Bank Jateng
‘Cabang Karanganyar, SR '

. 'Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Penenmaan/ Pengeluaran dan orang atau

badan = yang menerima atau = menguasai
- uang/barang/kekayaan 5 daerah = wajib -

~ menyelenggarakan . penatausahaan - sesuai  dengan
g peraturan perundang—undangan ‘ -

.'pejabat yang. menandatangam dan/ atau mengesahkan ‘
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan dan/atau ‘pe'ngeluaran atas -
_pelaksanaan APBD bertanggung - jawab _terhadap
‘kebenaran material dan: akibat yang t1mbu1 dan ‘
penggunaan surat bukti dimaksud;

. SKPD penghasil ~ Pendapatan Daerah dilarang -
menggunakan secara langsung penerimaannya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran, karena
penerimaan SKPD adalah pendapatan daerah dan .
seluruh penerimaan daerah harus disetorkan ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu)

~ hari kerja sejak uang kas diterima atau waktu lain yang
ditentukan dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku, khusus SKPD/unit kerja yang
menerapkan PPK BLUD, semua penerimaan dikelola
secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam BLUD; :

SKPD pcnghasﬂ pendapatan daerah pahng lambat
tanggal 10 pada bulan berikutnya harus memberikan
laporan target dan reallsa51 pendapatan kepada Bupati.
melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah ,

i. uang milik daerah yang dikelola oleh BUD pada Kas .
Daefah yang menurut perh1tungan dalam kurun waktu
tertentu’ belum digunakan, dapat didepositokan |
sepan_]ang tidak mengganggu llkgldltas keuangan ,
daerah dengan persetuJuan Bupati; : |
tas
. bunga deposito, bunga tabungan dan Jasa glro a
penempatan uang daerah di bank umum merupakan
pendapatan daerah, sehlngga harus dlsetor ke rekenmg |
: Kas Umum Daerah : .



(2) Maksud Penyusunan Pedoman Penatausahaan APBD‘ b

© adalah untuk menyamakan kesatuan pernahaman ‘bagi

‘]f‘ - . Pengelola  Keuangan = Daerah maupun = Bendahara b
- Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD ‘Bendahara: -

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPKD sehingga

g penatausahaan keuangan dapat terselenggara dengan balkﬁ .

| ' < ~dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) TUJuan Penyusunan Pedoman Penatausahaan Keuangan; - ,
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah R

. ‘adalah ‘ , , .
i a.. sebagal , pedoman pelaksanaan Slstem Akuntansr ‘
o _"Pemermtahann Daerah. o , ,

' jv,b\,“Seba.gal pedoman pelaksana_an = fungSI-fung31 : L

I 9 - pengurusan keuangan Daerah ‘ :
. sebagai " alat pengcndahan, pengawasan dan

e »"pemenksaan dalam. penatausahaan pelaksanaan APBD SR

S ; d'; '*mcwujudkan keterpaduan dan  keserasian dalam S

- melaksanakan program: kegiatan, sehingga keseluruhan

- proses dan hasil kegiatan dapat tepat waktu, tepat
- mutu, tertib admlmstras1 tepat sasaran dan manfaat P

- serta dlslphn anggaran

& e BAB m A
PENYELEN GGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- _ Baglan Kesatu , o
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
SR 5 Pasal 3 :
(11 Bupatl selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

S kepermhkan kekayaan daerah yane dlplsahkan

‘Daerah dan  mewakili - Pemerintah -Daerah dalam

' (2) 'Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah j - ﬁ
g sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mempunyal e

kewenangan: .
a. menetapkan kebljakan tentang APBD

b menetapkan kebljakan tentang pengelolaan barang:f'k"" e

‘ o Daerah 7 - _ , |
d'.“-menetapkan bendahara f' penenmaan; “-‘dan/atal,1
" : .»‘bendahara pengeluaran, e SR e
e menctapkan _pejabat yang bertugas  melakukan
o _~pemungutan penenmaan Daerah B



| menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

@

L pcngelolaan utang dan plutang Daerah;

'g. ;menetapkan __pejabat - yang - bertugas ‘i’nelakukén By v

4 pengelolaan barang m111k Daerah dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

_pengujian - atas taglhan ; dan = ;memerintahkan

pembayaran EETR Sy T 2 L
Bupat1 selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan A
Daerah mehmpahkan sebag1an atau seluruhnya kepada:

"a. Sekretans Daerah selaku koordlnator pengelolaan

keuangan daerah

" b Kepala Dmas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan' T

Aset Daerah selaku PPKD;

c Kepala SKPD sclaku Pengguna Anggaran/ Pengguna :

@

: _("1) |

Barang.

Pe11mpahan sebagaumana dlmaksud pada ayat (3) e
‘ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip
pemlsahan kewenangan antara yang. memerlntahkan SR

mengUJl dan yang menenma atau mengeluarkan uang

Baglan Kledua

Koordlnator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal4 g

Sekretans Daerah selaku koordmator ‘ pengelolaan_; s
- keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya =
* - dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan =
 mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemenntahan S
~ daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. . i

(2) Sekretans ‘Daerah selaku koordmator pengelolaanf B

keuangan daerah 'sebagaimana dimaksud pada ayat m -

o mempunyal tugas koordinasi di bidang:

al penyusunan dan kebgakan pengelolaan APBD

e b, penyusunan dan kebljakan pengelolaan barang daerah

‘e 'f‘penyusunan rancangan j APBD dan rancangan.

SRS tugas-tugas pejabat perencana daerah PPKD dan .

P perubahan APBD; ‘ e
Cd. penyusunan Raperda APBD perubahan APBD dan L

o pertanggung— Jawaban APBD

B pejabat pengawas ketiangan daerah; dan

f penyusunan laporan keuanganﬂdaerah dalam rangka

o pcrtanggung— Jawaban APBD



. (3) Selain mempunya1 tugas koord1nas1 sebagalmana

- dimaksud pada ayat (2) Sekretans Daerah mempunyal
ﬂtugas S : : : ‘

cas _‘mermmpm TAPD

menylapkan pedoman pelaksanaan APBD

b
- c. menylapkan pedoman pengelolaan barang daerah e e
d. ,memberlkan persetUJuan pengesahan DPA-SKPD / DPPA— v

 SKPD;dan

e melaksanakan tugas-tugas koordlnas1 pengelolaan il
 keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang - Sk
,,,’vdﬂlmpahkan oleh Bupatl e :

iy ;,pqudvoiaan' Keuangan;pm; e

Pasal 5

PPKD dan ataﬁ pelaksana fung31 BUD dﬂaksanakan oleh “

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

- Daerah (DPPKAD).

: 2 5 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetb,' il

A ‘Daerah selaku PPKD mempunya1 tugas: - . ;
~ a. menyusun dan melaksanakan kebljakan pengeIolaan _

keuangan daerah

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan

e melaksanakan pemungutan dan menggah potenSI S
- pendapatan daerah yang telah dltetapkan dengan S
o Peraturan Daerah : R |

APBD;

d melaksanakan fungs1 BUD

i e menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 1 .; 
~ pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan |

f melaksanakan tugas lamnya berdasarkan kuaSa yang Lo

o dlllmpahkan oleh Bupati.

(8) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asety -

-Daerah selaku PPKD melaksanakan fungsmya selaku BUD '

o berwenang

;'-~»a»a menyusun kebuakan dan pedoman pelaksanaan APBD P
“b. mengesahkan DPA—SKPD /DPPA—SKPD/DPAL—SKPD dan

19‘

RBA BLUD;
) elakukan pengendahan pelaksanaan APBD

d. membemkan petunjuk tekms peIaksanaan sistem

o penenrnaan dan pengeluaran kas daerah

' e : melaksanakan pemungutan pa_]ak daerah



f. menetapkan Surat Penyédiaan:Dana (SPD);

i.

‘menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
-pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntans1 dan pelaporan

keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah

melaksanakan kebijakan' dan pedoman’ pengelolaan -

serta penghapusan barang milik daerah;

(4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD melaksanakan fungsmya selaku BUD

mempunyai tugas :

a’

b
S C.
d

Membuat Anggaran Kas;

. Menyiapkan SPD;

Menerbitkan SP2D;

. ‘Meny1mpan seluruh bukt1 ash kepemﬂlkan kekayaany

‘daerah;

.- Memantau pelaksahaan penerimaan dan pengeluaran

" APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya

yang dltunjuk
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan

. dalam pelaksanaan APBD;

Menylmpan uang daerah;

.- Melaksanakan penempatan uang daérah dan

mengelola/menatausahakan investasi daerah;

Melakukan pembayaran ~ berdasarkan permmtaan

- pejabat pengguna anggaran atas beban rekemng kas

umum daerah;

Melaksanakan pemberlan ‘ pmjaman _atas nama
pemerintah daerah; = :

Melakukan pengelolaan utang dan plutang daerah; dan
Melakukan penaglhan piutang daerah.

.Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat ‘laporan
atas kas umum  daerah kepada Bupati, dengan
dﬂengkapl bukti-bukti transaks1 yang sah.

(5) chala Dinas. Pcndapatan Pengclolaan Keuangan dan Aset
- Daerah selaku BUD menun_]uk peJabat selaku kuasa BUD
kepada

a.

Kepala B1dang Anggaran selaku Kuasa BUD bertugas
1) menylapkan anggaran Kas; -

o 2) menylapkan SPD;

b,

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku . |

. Kuasa BUD bertugas B

1) menylapkan SP2D;
2) melakukan pembayaran berdasarkan permlntaan




"lrpeJabat Pengguna ~ Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atas beban rekening kas umum daerah

- 3) melaksanakan pernbenan plnjaman atas nama
. Pemermtah Daerah; S

4). fmelaksanakan penempatan ‘uang daerah. dan.
" mengelola/menatausahakan investasi daerah;

‘5). melﬂﬂikan'pengelolaan utang dan piutang daerah;
'6) - melakukan penagihan piutang daerah;.

' 7)' ‘membantu BUD dalam menylapkan Laporan Posisi
- Kas Hanan dan Rekonsiliasi Bank;

. 78) . menyimpan . seluruh bukti asli kepemilikan
~ kekayaan daerah berupa surat—surat berharga
- untuk aset lancar; :

9) memantau : pelaksanaan . penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk;

: 10) menylmpan ‘uang daerah serta melaksanakan
. penempatan- uang = ‘daerah, antara lain
v pengadmm1stras1an jasa giro kasda, jasa giro
‘pemegang kas, tabungan dan pendapatan denda
'keterlambatan pelaksanaan pekexjaan

l 1) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
-~ dalam pelaksanaan APBD;

12) bertanggung _]awab terhadap pengadmlmstrasmn
.- Penerimaan Pemblayaan Daerah, antara lain yang
 berasal dari SILPA " Tahun sebelumnya, dan

‘ Penarikan Aset Management Unlt (AMU) Bank‘

Jateng 2

‘ 13) mengadmmmtramkan penerimaan pengembalian gaji -
" Tahun Anggaran sebelumnya, Penerimaan Taspen,
Sumbangan Masyarakat (atau sebutan lainnya) dan
’ Pengemba.han Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya

. Kepa]a Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan- -
- selaku kuasa BUD melaksanakan tugas ya1tu : .

1) melaksanakan pendaftaran wa31b paJak/wapb‘
retribusi daerah; ;

_ 2) mengumpulkan dan ' mcngolah' data/ : yang
. berhubungan dengan poten31 dan peningkatan
pendapatan daerah; ’

3) melaksanakan penghltungan dan penetapan besaran,

' pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak
dan wajib retribusi- dengan mengkajl data yang
masuk sesuai pedoman yang berlaku; .

. »Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemenksaan |
5 PaJak selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu :

o 1) merumuskan, mengumpulkan dan mengolah data

rencana kegiatan di bidang penagihan pajak daerah




"yang telah Jatuh tcmpo, melayam keberatan dan

. banding serta melaksanakan pemcrlksaan pajak.’ '
'sebagal pedoman pelaksanaan tugas ; =

2) melaksanakan penagihan piutang pajak daerah. i
e. Kepala Bidang Akuntdnsi selaku kuasa " BUD
- melaksanakan tugas yaitu : ’ o o
‘1) melaksanakan sistem akuntan31 dan pelaporan
keuangan daerah. . o

2) menyaﬂkan informasi Keuangan Daerah.

£ Kepala Bldang Aset Daerah "selaku kuasa BUD‘
“melaksanakan tugas yaltu

'1) menyimpan seluruh bulkti kepemlhkan kekayaan‘
 daerah untuk aset tetap.

N “2) Melaksanakan kebljakan dan pedoman pengelolaan,
barang milik daerah.- o

g ZKuasa BUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan )
tugasnya kepada BUD, yang dlsampalkan dalam bentuk
- - laporan; '

~ h. Penunjukan Kuasa BUD dltetapkan dengan Keputusan .

- Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD
mela1u1 Sekretans Daerah; : -

" Pasal 6
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan_’
- Anggaran dalam DPA-PPKD, Kepala SKPKD menetapkan-

- pejabat yang melaksanakan fung51 tata usaha keuangan SKPKD -
| vsebagau PPK—PPKD yang mempunyal tugas

- a. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung
(SPP-LS) yang dlsampalkan oleh Bendahara Pengeluaran
‘PPKD; -

b menylapkan SPM-LS untuk d1tandatangan1 oleh PPKD;

f e ) 'melakukan verifikasi terhadap dokumen SPJ Bendahara
- Pengeluaran PPKD; ,

d. setelah diverifikasi, dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran
~ dan kelengkapannya dlberlkan kepada PPKD untuk
mendapatkan pengesahan

_e. dalam ‘melaksanakan tugasnya, PPK—PPKD dapat dibantu
oleh = staf yang melaksanakan fungs1 venﬁkas1, dan
pelaporan. '

- f. setelah mendapatkan pengesahan darl PPKD, dokumen o
-~ . SPJ . diberikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk
SPJ.  administratif =~ disimpan sebagai dokumen
petanggungjawaban sedangkan SPJ Fungmonal dikirim ke

HBupatl c.g. Kepala DPPKAD ~



S

@

(3) 1

: - Pasal7
Bupatl atas usul PPKD menetapkan bendahara penenmaan,
PPKD yang bertugas untuk menatausahakan dan membuat

laporan- seluruh penerimaan < PPKD -dalam rangka

pelaksanaan APBD, yang meliputi penerimaan pendapatan
dari Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer, Pendapatan

* lain-lain yang sah dan Pembiayaan Penerimaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada .
ayat (1) bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk
mendapatkan - bukti transak81 atas pendapatan yang
d1tenma melalui bank; s

Kelengkapan administrasi pada 'bendahara, penerirhaan
PPKDyaltu e .

a. buku kas umum

b. bukt1 penenmaan / nota kredlt

c. Laporan Pertanggun.aWaban Bendahara Penerimaan

. 'PPKD mehputl Laporan Adm1n1strat1f dan Laporan

| . Fungsmnal

Bendahara Penenmaan PPKD Wa_]lb membuat 1aporan surat ’
pertanggungjawaban. pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya kepada Kepala DPPKAD yang.

‘tembusannya dikirim kepada" Kepala Bidang Anggaran dan

Kepala Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 10 pada

bulan berikutnya dengan pertanggungjawaban berupa Buku
Kas - Umum, . Buku Penenmaan bulanan ‘ dan bukti
penenmaan ‘lainnya yang sah.

(5)-Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi
" dan’'analisis atas laporan pertanggungjawaban dalam rangka ,
’ rekons1has1 penerlmaan pendapatan daerah

(1)

Pasal 8

Bupa’u atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran -
PPKD yang  -bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD
dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja
‘Bantuan Keuangan, Belanja Bunga Belan_]a Tak Terduga ‘
dan Pemblayaan Pengeluaran . ~

Untuk rnelaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud padak -
ayat (1) bendahara pengeluaran PPKD berwenang -

a. mengajukan permlntaan pembayaran menggunakan -
- SPP-LS PPKD; : '

b. rneneh‘u kelengkapan dokumcn pendukung SPP—LS '

c. mengembahkan dokumen pendukung SPP—LS PPKD
- kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut

i tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak-lengkap.



(3) Kelengkapan Adrmmstras1 pada Bendahara Pengeluaran- '

PPKD meliputi:

~a. buku Register SPP,SPM dan SP2D

" b. buku Kas Umnum Bendahara Pengeluaran PPKD

 ¢. buku Rincian Obyek Belanja Pengeluaran PPKD dan

Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; -

d. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran

E 4

-PPKD mehputx Laporan Admlmstratlf ‘dan Laporan
Fungsmnal

Bendahara Pengeluaran PPKD Wa_]lb mempertanggung
jawabkan . pengelolaan wuang yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Kepala DPPKAD, yang tembusannya
dikirim kepada Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang

' Akuntansi paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya

dengan pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum

Pengeluaran PPKD yang telah ditutup akhir bulan dengan -

d11amp1r1 buktl-buku pendukung yang sah dan lengkap.

Bagién Kéempat |
~ Pengelolaan Keuangan SKPD

. Paragraf 1
Pengelola Keuangan SKPD

~ Pasal 9

Pengelola Keuangan SKPD dapat terd1r1 atas |

ca
b
c
d

e
f
g
h

i

Pejabat Pengguna - Anggaran dan atau Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran; SN :

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK—SKPD),
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP'I‘K),

. Bendahara Penenmaan,

Bendahara Pengeluaran;

A Bendahara Penierimaan Pembantu
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pembantu bendahara pengeluaran pengurusan gaji; -
Ka31r/ Penylmpan uang, pembuat dokumen, pencatat

, pembukuan dan venﬁka,tor, g

khusus SKPD dengan PPK~BLUD d1tunJuk bendahara A

- pengeluaran BLUD



(1 )

Paragraf 2
Pejabat Pengguna Anggaran -

Pasal 10

Kepala SKPD  selaku pe]abat pengguna : anggaran L
~ berwenang dan bertanggung jawab atas tertibnya
penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD

yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas
_ yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara -
- Pengeluaran sekurang—kurangnya 1 (satu ) kali dalam 3

(tiga) bulan.

a.

b.

‘Tugas pengguna anggaran scbagal benkut

menyusun Rencana Ker;]a Anggaran (RKA) dan atau
RBA;

“menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-

SKPD /DPPA-SKPD/DPAL-SKPD/ DPA-BLUD)
melakukan t1ndakan yang mengaklbatkan pengeluaran

- atas beban anggaran belanja; .

melaksanakan anggaran SKPD yang d1p1mp1nnya,
melakukan pengujian - atas | taglhan_ dan

- memerintahkan pembayaran,

rnelaksanakan pemungutan peﬁenmaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/ pezjan_uan kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- menandatangam Surat Penntah Membayar (SPM);
. mengelola utang dan piutang yang menjad1 tanggung

jawab SKPD yang d1p1mp1nnya

. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang -

menjadi tanggung Jawab SKPD yang d1p1mp1nnya

menyusun dan menyampalkan Iaporan keuangan
SKPD yang d1p1mp1nnya : :

mengawasi- pelaksanaan L, anggaran SKPD yang‘ |

) d1p1mp1nnya,

melaksanakan tugas- tugas Pengguna Anggaran g
~lainnya " be{'dasarkan Kuasa yang dlhmpahkan oleh

Bupati;

mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara = Penerimaan/Bendahara Pengeluaran,
Bendahara ~ Penerimaan = Pembantu/Bendahara

Pengeluaran Pembantu kepada Bupati melalui Kepala e

Dinas’ Pendapatan Pcngclolaan Keuangan dan Aset
Dacrah;

Pengguna Anggaran dapat mehmpahkan sebaglan

kewenangannya kepada pejabat Kuasa - Pengguna

‘Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran SKPD,

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi;



kompetenm, rentang kendall da,a atau tir b
S obyekuf lamnya, Ll / : per i angan o

menandatangam pengesahan SPJ

; menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK o

{ PPTK, Pembantu Bendahara Penenmaan/ Pembantu' Sl
v Bendahara Pengeluaran, Petugas ' Gaji, Petugas
* Pemungut, Bendahara Pengeluaran Pembantu, coe

'y = Keglatan)

bertanggung]awab atas pelaksanaan tugasnya kepada,

vaupat1 melalm Sekretans Daerah;

. dalam ‘hal pengguna anggaran berhalangan yang =
‘bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang dlben S
~ ‘T'Wéwenang untuk menandatangani SPM; ‘ "

2 Dalam rangka - pengadaan barang/ Jasa Pengguna S
' anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen

~ 'sesuai  peraturan perundangan—undangan d1b1dang

S pEngadaan barang/ jasa.

Paragraf 3

o PeJabat Kuasa Pengguna Anggaran L

Pasal 1 1

,Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas :
~dapat mel;mpahkan sebagian kewenangannya ‘kepada

kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan program '

& a.

~dan  kegiatan SKPD, dan bertanggung Jawab kepada L E
-pengguna anggar an, yaitu : ‘

B melakukan tindakan yang mengaklbatkan pengeluaran o
: fatas beban anggaran belanja; = - : _

b.

: melaksanakan anggaran unit ker_]a yang d1 plmpmnya, i K
melakukan pengupan atas tag1han dan mememntahkan : o

pembayaran L e .
mengadakan 1katan -/ peI]anjlan kezjasama dengan

: pihak lain dalam. batas -anggaran yang telah dltetapkan, L
menandatangam SPM- LS dan SPM-TU; B '

' mengawasi pelaksanaan anggaran Umt Ker]a yang,
’ 1 d1p1mp1nnya | !

elaksanakaﬁ tugas—tugas kuasa pengguna anggaran'

lainnya berdasarkan kuasa yang dlhmpahkan oleh o
Pe_]abat Pengguna Anggaran , S

‘dalam ‘hal kuasa pengguna anggaran berhalangan,

. \,maka kewenangan kembeali kepada Pengguna Anggaran.

.- - atau dapat mengusulkan kepada Bupati untuk
 menetapkan = pejabat = sementara  yang - diberi =

‘kewenangan sebaga1 o PeJabat K‘uasav Pengguna

 anggaran;



" 'i. dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna

 anggaran sekahgus bertindak sebagai PeJabat Pembuat
Komitmen.

{(2) Penunjukan kuasa pengguna : angggaran dldasarkan

- pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, -
beban - kerja, “lokasi, dan atau rentang kendah dan
' pertlmbangan objektif lamnya o

Paragraf 4
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggumman
Anggaran yang dimuat - dalain DPA-SKPD, Kepala - SKPD
- menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
: keuangan SKPD sebaga1 PPK—SKPD yang mempunya1 tugas

o a.

"3'0‘2 - .‘D"‘P-‘ 0

Com o
.

meneliti kelengkapan pengadaan barang dan jasa yang

~disampaikan . oleh - Bendahara Pengeluaran dan
“diketahui/ dlSCtUJLll oleh PPTK; : A , E

. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP—GU SPP—TU dan SPP-LS

termasuk gaji & tunjangan PNS serta’ penghasﬂan lainnya

' yang dlaJukan oleh Bendahara Pengeluaran

melakukan verifikasi SPP

menylapkan SPM;

melakukan venﬁka31 hanan atas penenmaan,
melakukan akuntansl SKPD;

: meny1apkan laporan keuangan SKPD

melaksanakan Verifikasi atas SPJ: yang dlsampalkan oleh
Bendahara Penemnaan / Pengeluaran

PPK-SKPD mengusulkan PeJabat/ Petugas yang melaksana’ :
kan fungsi perbendaharaan, akuntans1 dan venﬁkas1 kepada '

'Pengguna Anggaran,

PPK-SKPD t1dak boleh- mcrangkap scbaga1 pc:Jabat yang'
bertugas melakukan pemungutan penenmaan negara/
daerah bendahara dan/ atau PPTK; '

dalam melaksanakan tugasnya, PPK-SKPD dibantu oleh staf
yang melaksanakan fungsi verifikasi, - akuntarisi - dan

v pelaporan



Paragraf 5 7
Pe_]abat Pelaksana Tekms Keglatan SKPD

' Pasal 13

(1) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam
. melaksanakan program dan ~kegiatan menunjuk pejabat
selaku PPTK. - .

Penunjukan pejabat pelaksana teknis  kegiatan dldasarkan

B

- pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban -
~ kerja, lokasi, dan atau rentang kendah dan pertlmbangan

- - objektif lamnya

3)

, a

PPTK mempunyau tugas

o

. menyusun rencana _]adwal pelaksaanaan kegiatan ker_]a

yang dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan ' atau
ULP; \ :

mengendahkan pelaksanaan keglatan,
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan°

. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pcngeluaran
’pelaksanaan kegiatan; = » : :

. ,Bcrtanggung jawab atas pencapaian target sasaran dan
- manfaat kegiatan yang dlkendahkannya, '

“meneliti dan mengorekm dokumen—dokumen keglatan
’(perjan_]lan kontrak/kerjasama, Berita Acara Penilaian
Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan, Berita acara pembayaran dan dokumen
kegiatan lamnya) yang akan dimintakan tanda tangan

- pejabat pengguna anggaran atau peJabat kuasa pengguna

anggaran.

. membantu menylapkan pexjan_]lan/ kontrak dengan pihak
. penyedla barang/ jasa; ;

melaporkan pelaksanaan/ penyelesalan keglatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pejabat pengguna’
anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran; ,
setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan-

berita acara serah terima aset dan atau hasil pekerjaan-
kepada pejabat pengguna anggaran atau peJabat kuasa

‘pengguna anggaran yang pelaporannya dlsampalkanj
kepada Bupat1 Karanganyar '

menandatangani bukt1 pengeluaran ‘atas penggunaan;

- uang persedlaan



Paragraf 6 2k
Bendahara Penenmaan SKPD

Pasal 14

. (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara;
- penerimaan untuk melaksanakan ‘tugas - kebendaharaan
 dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD

(2) Bendahara penenmaan mempunyal tugas  menerima,

. menyimpan, menyetorkan ~ menatausahakan dan

= mempertanggungjawabkan - uang ‘penerimaan  pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat -

(1) bendahara penenmaan SKPD berwenang

i *. - a. menerima uang yang bersumber dan pendapatan ash ¢
o ,,,Vdaerah , o oy T

" 'b. menyimpan bukt1 seluruh penenmaan

8 c menyetorkan penenmaan uang yang dltenma ke rekenmg
- . kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja
~ berikutnya  kecuali karena ' kondisi - geogafis maka

 bendahara penerima yang lokasi kerjanya jauh dari bank l: e
~ yang ditunjuk selaku kas umum dacrah d1batas1 sampa1

dengan 2 (dua) han, s

L ‘d,'-”untuk bendaha,ra pencnmaan PPK-BLUD menyetorkan U
' penerimaan uang yang diterima ke rekening kas BLUD :
-' ‘paling lambat 1 (satu) hari kelja benkutnya, SR SR

e ‘mendapatkan bukti transaksi yang telah divalidasi atas Vi

- pendapatan yang disetor melalul bank selaku kas umum o

o “::da(erah/kas BLUD; R AR : ey

. f. menerima’ dan memvenﬁkas1 pertanggung]awaban yang L
L dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;

' : g melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh Bendahara |
. Penerimaan Pembantu sekurang—kurangnya 1. (satu) ka.h' ;
B dalam 1 (satu) bulan S :

(4) Dalam ‘hal - pengguna ‘anggaran. mehmpahkan sebaglan SN
kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Bupati -
menetapkan  bendahara penenmaan pembantu pada unit =
~kerja  terkait- atas usul atas kepala SKPD -dengan -

~ pertimbangan Kepala Dinas - Pendapatan Pengelolaan -
Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD SRR '

(4) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geograﬁs L

TR sehmgga wajib pajak dan/atau. wajib retribusi mengalami

- kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu
-atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk

melaksanakan ‘tugas dan Wewenang bendahara penenmaanf“
SKPD ' R : P o

(6) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara penenmaan/ -
: bendahara penenmaan pembantu dapat dlbantu oleh ka31r



pembuat dokumen dan pencatat pembukuan yang d1tetapkan o
: »oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran | i

Paragraf 7
Bendahara Pengeluaran SKPD

Pasal 15

”Kepala daerah atas ‘usul PPKD menetapkan ‘bendahara

~ pengeluaran = untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

g dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD‘

Bendahara Pengeluaran ' mempunyal tugas . menerima,

 menyimpan, . membayarkan, menatausahakan . odan
‘mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka' e
, pelaksanaan bélanja pada SKPD yang bersangkutan, :

Untuk melaksanakan tugas scbagalmana d1maksud pada ayat> f‘ e
g (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang & ‘

. a mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan SPP o

- UP/GU/TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menylmpan uang persechaan, :

c. melaksanakan pembayaran dan uang perSedlaan yang :

. d1kelolanya

- ', d ‘menolak penntah membayar dan o pengguna -
, ;fnanggaran/ kuasa pengguna anggaran apabila terdapat

o “dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e menehtl kelengkapan dokumen pendukung pengajuan SPP— ; :

LS yang diberikan oleh PPTK;

S f mengembahkan dokumen pendukung pengajuan SPP- e
- yang diberikan oleh PPTK,- apabila dokumen tersebut tldak. R
R memenuhl syarat dan/ atau tidak lengkap.

@ e
o 'kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati -

dalam hal Pengguna Anggaran : mehmpahkan : sebaglan

ey menetapkan = Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit

* kerja terkait atas usul Kepala SKPD - dengan pemmbangan
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku PPKD yang bertugas melaksanakan sebaglan

: - tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD;

o - (5) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, -

'~ (4) bendahara pcngeluaran pembantu SKPD berwenang: |
sas mengajukan permmtaan pembayaran menggunakan SPP S

“TU dan SPP-LS;

S ',fbji;menerlma dan menylmpan uang persedlaan yang berasal £
.. dari Tambahan Uang dan/atau pehmpahan UP dari

s u:’{ bendahara Pengeluaran,

¢ melaksanakan pembayaran dan uang persedlaan yang’

dlkelolanya, j Vg

d. menolak permtah bayar dan kuasa pengguna anggaran |



L 1 mengembalikan dokumen pendukung SPP—LS yang 7-':' ,
.~ diberikan oleh PPTK apablla dokumen tersebut tldakt Coe

| yang t1dak sesua1 dengan ketentuan peratur an,

“e. meneliti kelengkapan _dokumen pendukung SPP—LS yang fﬁ';'t» e

'dlberlkan oleh PPTK;

‘ memenuh1 syarat dan / atau tldak lengkap

(6) ‘dalam - melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran/ S
. Bendahara Pengeluaran Pembantu- dapat dibantu oleh Kasir, = -
Sy Pembuat Dokumen, Pencatat Pembukuan, Pembuat Daftar -~
- Gaji dan Pengurusan Gaji yang dltetapkan oleh Kepala SKPD

e selaku Pengguna Anggaran,
(7) Apablla bendahara berhalangan maka

e a Jlka ‘melebihi 3 3 (tiga) hari- sampai pahng lama 1 (satu) :‘ | .
bulan, Bendahara tersebut wajib membenkan surat kuasa

kepada ~staf “yang ditunjuk ' untuk melakukan

- dengan diketahui Pengguna Anggar an/ Pengguna Barang, o “

b, J1ka ‘melebihi. 1 (satu) bulan sampa1 pahng lama 3 (tiga) o
. bulan, bharus ditunjuk . Bendahara ~ Penerimaan .
- [Pengeluaran ' Sementara dan dlserta,l benta acara serah .
. . terima peker_]aan SR L e

- c. jika Bendahara Penenrrraan/ pengeluaran sesudah 3 (tlga) S
- bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, -maka = -

. dianggap yang bersangkutan - telah mengundurkan diri =

. atau  berhenti - ~sebagai Bendahata = ° Penerimaan/ = .
Pengeluaran dan segera d1usu1kan penggantmya e

‘ Paragraf 8 Ll
Penetapan Pengelola Keuangan SKPD =

Pasal 16

.‘»Kepala SKPD dltetapkan sebaga1 Pengguna Anggaran
<"',dengan Keputusan Bupatl $ B A

 Kuasa Pengguna ‘Anggaran dltetapkan dengan Keputusan, e
'Bupau atas usul Kepala SKPD dan bertanggun-awab kcpada g
- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pejabat yang dapat

dlusulkan / ditunjuk sebagal Kuasa Pengguna Anggaran adalah L

a Pejabat Eselon II atau Eselon III pada Sekrctanat Daerah

b. Pejabat Eselon 1II pada Badan/ Dmas / Sekretanat DPRD

| Kepala. SKPD_menetapkan PPK—SKPD untuk melaksanakan L
. fungsi PPK—SKPD e : et : i
. (4) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna anggaran. men“nJ“k" e
iy oh abat di hngkungan SKPD yang bersangkutan sebaga1 PPTK

npenenmaan/ penyetoran/ pembayaran dan tugas-mgas, . 7
' Bendahara Penerimaan/Pengeluaran: atas ‘tanggungjawab .-
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan



6
- larangan perangkapan jabatan yaitu:

. ‘Kepala Baglan/ Kepala Sub Bag1an pada Sekretanat Daerah ,
-dan Sekretariat DPRD; |

Kepala Bldang/ Kepala Sub Bldang/ Kasubbag/ Pejabat pada ’
Badan;

Kepala Bidang/ Kepala Sek31 / Kasubbag' pada Dlnas;

,Inspektur Pembantu/ Kasubbag pada Inspektorat

Kepala Sek31/ Kasubbag pada : Kantor/ Kecamatan /
Kelurahan. , ‘ B _

Penun;ukan Pengelola Keuangan SKPD harus memperhatlkan

a.

PPK-SKPD tidak - boleh merangkap sebaga1 pejabat yang
bertugas - melakukan pemungutan penerlmaan daerah,

bendahara dan / atau PPTK. -
. PPK-SKPD tldak boleh menjadi peJ abat pembuat kom1tmen

PPTK—SKPD ‘tidak boleh menJadl p_eJabat »pengadaanv

- barang/j jasa.

- (6) Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran serta

B Bendahara Penerimaan. Pembantu, Bendahara Pengeluaran
pembantu, Bendahara Pengeluaran. Pembantu Kegiatan adalah -
- _staf yang mampu dan memahami tugas-tugas kebendaharaan

- dan diusulkan oleh Kepala SKPD untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. melalui Kepala - Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah selaku PPKD.

 BAB IV o
PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN |
_DAN BELANJA DAERAH

Pasal 17

| Penatausahaan APBD sebagalmana tercantum dalam Lamp1ran

Peraturan Bupat1 ini.

S .~ BABV
S KETENTUA‘N. PENUTUP

Pasal 18

(1) Ketentuan tentang Slstern dan Prosedur Akuntan31 Pelaporan
dan Pertanggun'awaban Keuangan serta Kebijakan Akuntansi

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Standar Akuntansi -

Pemerintahan (SAP) akuntansi berbasis kas menuju akrual;

2 Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) d1atur dalam Peraturan.

Bupatl tersendm N



e . : Pasal19 L ;
Lo iPeraturan Bupatl 1n1 mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

e f'Agai’“ Se:tia.lpA orang ifnengetahmﬁyé ‘rﬁéménnta" hkan pengundahgan
- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah","” ‘
‘,Kabupaten Karanganyar S ‘ : '

Dltetapkan d1 Karanganyar S e
pada tanggal 5( ‘De:cm’ozr 201’3[ Sl
d\BUPATI KARANGANYAR / i

-

C;a JUL[YATMONO

" "_‘Dlundangkan d1 Karanganyar e

M".ffk,padatanggal 3 Desmber 2013 |
V; DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

. ERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 40 e -

TELAH DIKOORDINASIKAN

Bl . PEJABAT o PARAF
k 1 A81sten Adm1n1stras1 : = & -
2 Kepala DPPKAD T e ¥ R
3 Kabid Akuntan31 DPPKAD ~, /A L




i G Pasal19 |
~ Peraturan r-iBup'ati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuihya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita: Daerah'
Kabupaten Karanganyar : -

-Ditetapkan d1 Karanganyar , |
- pada tanggal 3t Dg__émbefv 2013 .

-

- d\gﬁpm mGANYAR, /{ o




LAMPIRAN |

| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR 4DTAHUN 2013
 TENTANG

- PEDOMAN  PENAT: AUSAHAAN KEUANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN -

R BELANJA DAERAH
coal Yoy ;

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN.
o PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH :

I PENDAHULUAN

‘Keuangan Daerah adalah hak darn kewapban daerah yang dapat '
-d1n11a1 dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan "
-ryang berhubungan dengan hak dan kewa_uban daerah. : “

Penatausahaan keuangan daerah merupakan baglan dari

“pengelolaan keuangan daerah yang memegang peranan penting
idalam .pelaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah yang
~ dananya‘bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

~ maupun dana-dana lain yang sah, yang dalam pelaksanaannya
~ harus’ tertib admlnlstrasa dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘
Berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 55 Tahun v

2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggun.awaban Bendahara serta penyampaiannya, maka setiap

‘elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dari -

Pengguna Anggaran sampai dengan Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran SKPD, maupun Bendahara Penerimaan -

‘Pembantu dan' Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dalam

melaksanakan fungsinya dlwa_ubkan untuk tertib administrasi dan

tertib dalam penyampaian laporan sehingga menunjang kelancaran
. penyusunan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan ' setiap
5tahunnya / : :

Sehubungan dengan - hal tersebut perlu dlbuat Pedoman

 Penatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan o

~Belanja Daerali yang mencakup penatausahaan, akuntansi, -
~ pelaporan, - pengawasan/ pengendahan dan pertanggung]awaban
, "keuangan daerah N S

L) PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A, PENYUSUNAN DPA DAN ANGGARAN KAS |
1. Penyusunan DPA ‘

" DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan
‘belanja  dan pemblayaan dlgunakan - sebagai  dasar

pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa -

Pengguna Anggaran dan rencana penarikan dana untuk
fpengeluaran “yang - dibutuhkan tlap—tlap SKPD -serta.
pendapatan yang dlpcrklrakan -



B

)

a Mekamsme penyusunan DPA~SKPD sebagal benkut |

Kepala Dlnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan} RN

- Aset Daerah selaku PPKD paling lama 3 (tiga) hari kefja

~ ‘setelah Peraturan Daerah ‘tentang APBD ditetapkan,
memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar'; S

- menyusun Rancangan DPA- SKPD

AKepala SKPD menyerahkan rancangan DPAL-SKPD_; o
~ kepada Kepala. Dinas Pendapatan ~ Pengelolaan
. Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD paling lama 67 S

g o (cnam) han ker_]a setelah surat pemberltahuan, V

= ‘: 3)

Tim tekms pene11t1 DPA-SKPD membantu Tim Anggaran' g
‘ ‘,,,iPemermtah Dderah - (TAPD) - melakukan - verifikasi :
terhadap rancangan DPA-SKPD bersama—sama dengan

~ Kepala SKPD paling lama 15 ‘hari ker_]a sejak

_’ 4).

: "‘V'dltetapkannya Peraturan Bupa‘a tentang penjabaran
 APBD; P e

~Berdasarkan hasﬂ venﬁkas1 oleh TAPD Kepala Dmas el
g Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -
~ selaku PPKD mengesahkan = rancangan DPA SKPD

~ dengan persetujuan Sekretaris Daerah; .

. DPA-SKPD yang telah disahkan dlsampalkan kepada e
- Kepala SKPD, Inspektorat Kabupaten dan BPK-RI @
~ Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pahng lama 7 (tujuh)g .

' hari kerja sejak tanggal d1sahkan, Sy

6).
~ dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD
: Format DPA—SKPD terdiri dan ' T

,DPA—SKPD (R1ngkasan Anggaran Pendapatan Belanja |
. dan Pemblayaan Satuan Kerja Perangkat Dacrah), '

ﬁDPA-SKPD 1 (Rlnc1an Anggaran Pendapatan Satuan - T

o

).

DPA-SKPD yang telah -disahkan dlgunakan sebagal"‘

- - Kerja Perangkat Daerah); -

3.

v 44);

DPA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja ‘Tidak T
R Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah) SR

‘~ 'DPA—SKPD 2.2 (Rekapltulam Rlnc1an Anggaran Belanja' f'

- Langsung menurut: Program dan Keglatan Satuan Kexja_

o

Py Perangkat Daerah), .
5).

DPA-SKPD 2.2.1 (Rmman Anggaran Belan_]a Langsung .

jmenurut Program dan per Keglatan Satuan Kelja' ;‘

Perangkat Daerah)

. vPenyusunan DPA- SKPKD

Pada SKPKD disusun DPA—SKPD dan DPA PPKD

DPA SKPD  memuat. progM/keglatan‘ yang”- LA

S dllaksanakan oleh PPKD selaku SKPD

: DPA-PPKD dlgunakan untuk menampung

’a) Pendapatan yang berasal dan dana perlmbangan L



~dan pendapatan hlbah

" b) Belanja bunga, belanJa subs1d1, belanja hlbah»

- belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan dan belanja tak terduga; -

c) Penerimaan ; pemblayaan  dan pengeluaran
pemblayaan daerah.

d Format DPA—PPKD

1)
2
3)
| i

5

DPA-PPKD (ngkasan Anggaran Pcndapatan Belan_ja;
dan Pembiayaan PPKD) : 3

- DPA- PPKD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan PPKD),

DPA- PPKD 2.1 (Rmman Anggaran BelanJa Tldak"
Langsung PPKD);

DPA- PPKD 3.1 (Rincian Penenmaan Pemblayaan |

~ Daerah); -

DPA- PPKD 3.2 (Rmcxan Pengeluaran Pemb1ayaan

~ Daerah). .

€ Mekanisme penyusunan DPPA—SKPD sebaga1 benkut

oy

Ly

- 3)

;‘4.)

'Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan -
- Aset Daerah selaku PPKD palinglama 3 (tiga) hari kerja. . -
 setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD -
- ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala

SKPD agar menyusun Rancangan DPPA-SKPD terhadap

program = dan kegiatan yang dlanggarkan dalam ¢
1 perubahan APBD; |

_DPA—SKPD yang mengalarm pérubahan dalam tahun
berjalan seluruhnya harus dlsahn kernbah ke dalam
‘ DPPA-SKPD : ‘

’Dalam DPPA-SKPD sebagaumana dlmaksud pada angka
2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau

pembiayaan yang mengalami penambahan atau

 pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan
-penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran

baik sebelum dilakukan pembahan maupun setelah
dilakukan perubahan, '

f ;VDPPA—SKPD dapat dllaksanakan setelah dllakukan

verifikasi aleh tim teknis dan tim TAPD dan disahkan

- oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretarls Daerah.

1 Format DPPA-SKPD:

-  _2)‘

9

4

DPPA-SKPD (ngkasan Anggaran Pendapatan BelanJa '

- dan Pembiayaan Perubahan SKPD),

DPPA—SKPD 1 (Rincian .anggaran pendapatan
perubahan SKPD); ' o :

DPPA-SKPD 2.1 (Rmc1an anggaran belanja tidak

langsung pembahan SKPD)

’DPPA-SKPD 2 2 (Rekap1tu1as1 perubahan anggaran'

'4,“"- )



belanja langsung menurut program dan keglatan
SKPD); ,

5) DPPA-SKPD 2.2.1 (R1n01an perubahan anggaran belanJa
~ langsung program dan per keglatan SKPD). -

g Format DPPA-PPKD: S
1) DPPA-PPKD (ngkasan perubahan Anggaran PPKD),

2) DPPA-PPKD 1 (R1nc1an' perubahan anggaran

pendapatan PPKD); -

- 3) DPPA-PPKD 2.1 ( Rincian perubahan anggaran belanja -

tidak langsung PPKD)

4) DPPA—PPKD 3.1. (Rincian perubahan anggaran
penerimaan pembiayaan PPKD); -

S) "DPPA-PPKD © 3.2 (Rmman perubahan anggaran
' ’pengeluaran pemblayaan PPKD) o ,

2 Penyusunan Anggaran Kas

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang :
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar

- yang digunakan untuk mendana1 pelaksanaan kegIatan dalam
- setiap periode.

Mekanisme penyusunan Anggaran Kas sebaga1 benkut

- a. Pengguna Arnggaran berdasarkan rancangan DPA-SKPD :

menyusun rancangan anggaran kas SKPD.

 b. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada
‘Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-

- SKPD.

‘c. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

‘ d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- menyusun anggaran kas  pemerintah daerah guna

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
“dana yang tercantum - dalam DPA—SKPD yang telah
, dlsahkan : ; ,

B KELENGKAPAN ADMINISTRASI '

1. Kelengkapan - Administrasi pada  Dinas  Pendapatan
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ' o

a. Kelengkapan Dokumen Adrmmstras1 pada Bldang

Anggaran:

1). SK Penun_]ukan Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD ;
2). DPA-SKPD/DPAL—SKPD/DPPA—SKPD (Format A2.1s/d

“A-2.8); - :
3). Anggaran Kas (Format A-3)
- 4)., Surat Penyed1aan Dana (SPD) (Format A—4),

iR A v




5. Buku Reglster Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKDV,\ o

s ~(FormatA 5) | i
L8 _Buku Reglster DPA—SKPD dan DPA SKPKD (Format A_-‘ e
. Buku Rengter SPD (FOrmat A—7), Sl

| : 8). : Kelengkapan admlnlstra31 lalnnya

b, Kelengkapan Dokumen Admmlstra31 PadaBl dang, R
S ,'Perbendaharaan ‘dan Kas S D e

‘1). SP2D (Format Bl);

: 2).. 1 Buku Reglster SP2D (Format B 2),

e 3) ; ’Surat Penolakan Penerb1tan SP2D (Format B 3)

5 ,;,4'):.';[Buku Reglster Penolakan Penerbl.tan SP2D (Format B_ S

‘,, 5).; Kartu Pengendahan Pencalran Dana Induk (Format B—,

k' ':_76)'.,: Kartu Pengendahan Pencalran Dana Per R1nc1an Obyek FL

P ’(Format B-6);

- 7). ~_f' Daftar Pengujl SP2D (Format B 7)

) 8). Kelengkapan admmlstrasx lalnnya "‘

. Kelengkapan Admlnlstra31 pada Kuasa BUD :
). Buku Kas Penerlmaan dan Pengeluaran (Format K—l),

i 2). ‘Buku Kas Pembantu Pcnerlmaan dan Pengeluaran -

o (Forrnat K-2);

~3). Buku Pembantu Kas Penerlmaan per SKPD dan SKPKD( ; .

(Format K— 3),

4) Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD (Format K- o

o

. S). iBuku rekapltula51 IWP Buku rekapltula81 Taperum,r, e

Buku Rekapitulasi Askes, dan PPN/PPh Rekanan PPh'" e

o fGajl (Format K-5); -

. 6) Laporan Rekapltulam Penerlmaan Daerah (Format K—6) i B

i 7 ). Laporan bulanan Pemotongan dan Penyetoran Pajak, - o

- IWP, PPh Ga_u, Taperum dan PPN / PPh Rekanan (Format
- K-7); , , S

. ,."“8).4 "Laporan P05131 Kas Hanan s t St
~9). Surat Tanda Setoran (STS) (Format K-8), A |
10) Laporan bulanan Reahsam Penenmaan Daerah (Format]ﬁ St

K9);

’11) Laporan bulanan Reahsam Perigeluaran‘ | 4Daerah S

: (FormatK—lO), : S o
,"12) Laporan ~ bulanan - Reallsas1 Penerlmaan, ‘dan
pengeluarari Kas Daerah (Format K-«l 1); - AR

e *_.13) Laporan bulanan Rekonsiham Bank (Forrnat K—12),



o ~
-_*v‘__'/ L S

o 1 "14) Laporan bulanan , muta81 ' pe'ri'empatan' ‘Deposito

- (Format K— 13);

15) Laporan lamnya ‘sesuai dengan tugas kuasa BUD
’ bldang Perbendaharaan dan Kas.

. Kelengkapan " Dokumen Adm1n1stras1 ‘ pada 'Bidang"

Akuntansi: : _
1). Buku Jumal Penenrnaan Kas (Format C- 1),

. 2); Buku Jumal Pengeluaran Kas (Format C- 2),
~ 2). Buku Jurnal Umum (Format C-3); |

3). Buku Besar Pendapatan (Format C- 4),
4). Buku Besar BelanJa (Format C-S)

: ’5).‘ Buku Besar Pernb1ayaan (Format C 6)

6). Buku Besar Aktiva (Format C- 7)

7). Buku Besar Hutang (Format C- 8), |
- . 8). Buku Besar Ekuitas Dana (Format C-9);

9) Buku Besar Pembantu Pendapatan (Forrnat C- 10)
10).Buku Besar Pembantu Belanja (Format C-11);

- 11).Buku Besar Pembantu Pernblayaan (Format C- 12),
- 12). Buku Besar Pembantu Aktiva (Format C- 13); '

13).Buku Besar PembantuvHutang (Format C-14);

* 14).Buku Besar Pembantu Ekuitas Dana (Format C-15);
o 15) Format Laporan Semesteran (Format C-16); ,
v16) Format Laporan Realisasi Anggaran (Format C-17);
7 17).Format Neraca (Format C- 18),
" 18).Format Laporan Arus Kas (Format C-19);

19).Format Catatan Atas Laporan Keuangan (Format C-20);

~ 20).Pernyataan Tanggllng Jawab (Fortnat C-21);
. .Kelengkapan Dokumen Admlmstras1 pada Bidang Aset

Kelengkapan dokumen administrasi pada Bidang Aset
DPPKAD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang

- Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Kelengkapan Administrasi pada Bendahara Penenmaan dan
~ Bendahara Penenmaan Pembantu PPKD:

a. Buku Penerimaan PPKD (Format Bend-3);
b Laporan " - Pertanggung]awaban ‘Penerimaan ' secara

Fungsmnal dikirim ke Bidang Akuntansi (Format Bend-6).

. Bentuk pertanggung]awaban bcndahara penerimaan PPKD
~ kepada Bupati pada setiap bulan - pahng lambat tgl. 10
‘bulan berlkutnya berupa buku penerimaan PPKD dan

dllampm dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan
lengkap |




o "Lj 3 Kelengkapan Admlmstram pada Bendahara Penerlmaan danr S

Bendahara Penerlmaan Pembantu SKPD:
‘a, Buku Kas Umum Penenmaan (Format Bend 1);

b

Buku Pembantu R1nc1an Obyek Penenmaan (Format Bend?wt
2 s |

Buku Rekap1tula51 Penenmaan Hanan (Format Bend 3), S &
Buku Kas Penerlmaan Hanan Pembantu (Format Bend 4),

Laporan - Pertanggung]awaban : Penerlmaanv _ secara f*; .
l Adm1n1strat1f (Format Bend- 5), ' R e

Laporan Pertanggun.awaban Penerimaan £ -_’secara e

e Fungs1ona1 (Format Bend 6)

Register Penglnman Pertanggunjawaban Penerlmaan )

'-‘(Format Bend—7), , , S S o
}Reg1ster Penenmaan Pengesahan Pertanggung]awaban 1} o
" Penenmaan (Format Bend 8), o . o
.V;Surat Ketetapan Pa_]ak Daerah (SKP—D) (Format Bend 9), ,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) (Format Bend-‘ffl'
. 10)’ v a '

= 4. Kelengkapan Adm1mstraSl pada Bendahara Pengeluaran dan S

‘ Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD

A

o o .b ’f, o?f‘r

0q =

: Surat Pengantar SPP (Format Bend 1 1)

; ngkasan SPP (Format Bend—12)

'Rmclan SPP (Format Bend-13) B
. Buku Kas Umum Pengeluaran (Format Bend- 14), v o
Buku Rekapltulasr Pengeluaran Permman Obyek (Format,'”;iri s

Bend 18), i

Reglster SPM LS (Format Bend 26), ST g
J Laporan Pertanggung]awaban \ Pengeluaran : ‘:’se_eara .
“fungsional (Format Bend-23); ' : X e

S."Kelengkapan Administrasi . pada Bendahara Pengeluaran danr“

a.

pmroacce

[ ~ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;.
‘Surat Pengantar SPP (Format Bend—I 1)
f ngkasan SPP (Format Bend~12)
',“R1n01an SPP (Format Bend~13) v
Buku Kas Umum Pengeluaran (F‘ormat Bend 14), e
fBuku Slmpanan Bank (Format Bend 15), = ‘
: Buku Panjar (Format Bend-16), L
-Buku Pajak PPN /PPh (Format Bend 17 )

o Buku Rekapltula31 Pengeluaran Pennc1an ObYek (FOrm:;lto S
- Bend-1 8); :

‘Benta Acara Pemenksaan Kas Bendahara Pengeluaran
,(Format Bend 19) S . - »



.

-
H

NP - -TE-1

T.

. ’Reglster Penutupan Kas (Format Bend 20),
. Kartu Kendah Keglatan (Format Bend -21);

Laporan Pertanggung]awaban ,Pengelruar'an_‘, "’secara '
adrmmstratlf (Format Bend- 22), ' SRS

. Laporan Pertanggun.awaban _ 'Pengeluaran , sec‘ara'A
‘fungsmnal (Format Bend-23);

Register Pengesaha_n SPJ Pengeluaran (Format Bend 24), sh

‘Register SPP-UP/GU/TU/LS (Format Bend-25);
'Reglster SPM- UP/GU/TU/LS (Format Bend—26),

.”}Reglster Surat Penolakan Penerbltan SPM (Format Bend— ’
27);

'Bukti Pengeluaran Dana (Format Bend 28)

. Kelengkapan Administrasi pada PPK—PPKD

v‘\ i
:VV"‘b

c.

SPM (Format PPK—2)
Register SPM (Format PPK—S), _
meny1apkan dokumen pengesahan SPJ

. Kelengkapan Admlmstram pada PPK—SKPD

:-hp'g.'p o P

. Register Penerimaan SPP (Format PPK—l), ,

SPM (Format PPK-2); . -
Register SPM (Format PPK-3); -

“Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format PPK-4);

Register Surat Penolakan Penerbitan SPM (Format PPK-5) ;v '

Register - Penerimaan  Laporan Pertanggungjawaban "

Penerimaan (Format PPK-6); ; o
Reglster r Pengesahan Laporan Pertanggunawaban

: Penenmaan (Format PPK-7 )s

Surat Penolakan Laporan Pertanggung]awaban Penenmaan ’
(Format PPK-8); ‘

. 'Reglster Penolakan | Laporan 4 Pertanggunawaban

' Penenmaan (Format PPK-9);

o n.ow 0B g o .W“‘“.'

‘Jurnal Penerlmaan Kas (Format PPK-10);
“Jurnal Pengeluaran Kas (Format PPK-1 1);
Jurnal Umum (Format PPK—12) o

. Buku Besar (Format PPK-IS)

Buku Besar Pembantu (Format PPK-14)

Laporan Reahsam Semester Pertama (Format PPK—lS), |
‘Laporan Realisasi ‘Anggaran (Format PPK-16); -

‘Neraca SKPD (Forrnat PPK-17), ‘_ ERETRY
_Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD (Format PPK-18),

Pernyataan Tanggung Jawab (Format PPK-19); -




t Pengantar SPM (Format PPK—QO) |
8 Susunan Kocle Rekemng Neraca g

: "»’:*‘Susunan Kode Rekening Neraca yang d1gunakan oleh PPK-A e

5 ‘SKPD dan PPKD. sebagaumana diatur dalam Peraturan Bupati

 :’ -"ftentang Sistem - dan- Prosedur kuntans1 dan Sy

, Pertanggung)awaban Keuangan Daerah

III PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
A PENATAUSAHAAN BEN DAHARA PENERIMAAN

Prosedur penenmaan merupakan serangkalan proses keglatanf 5 8

. menerima, menylmpan menyetor dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan SKPD. -

~ ‘Seluruh Penenmaan Daerah harus dlSCtOI‘ ke rekemng Kas’

‘ Umum Daerah S : . , :

1 Prosedur Penenmaan Setoran Me1a1u1 Bendahara Penerlmaan 2
a Wajib Pajak/ Wa_]lb Retrlbu81 / Wapb Bayar/ Pihak - Ketlga . .

menyetorkan * penerimaan daerah kepada Bendahara o -
_ Penerimaan pembantu disertai Lampiran SKP-D, SKR— AN

~dan/atau tanda bukti pembayaran Iamnya, ‘

e b, Prosedur penenmaan pada Bendahara Penenmaan

1)

‘menerima = setoran uang . darl ‘Wajib Pajak/Wajlb
T Retnbum/WaJlb Bayar / P1hak Ketlga T :
S ' ~2); ’mengh1tung Jumlah uang - yang d1tenma dan i

g mencocokkan dengan Jumlah yang tercantum dalam; R
S SKP~D atau SKR—D % ; ]

- . dan/atau dokumen lain  yang dlpersamakan yang -
- dltandatangam oleh . Bendahara Penenmaan/ Kaslr R
Penerlmaan m1n1ma.1 rangkap 7 (tujuh), - T :

mendistribusikan  SKPD/SKRD | kepada Wajlbf" -
_ Pajak/Wajib Retnbus1/ Wa_ub Bayar/Pihak Ketlga

o 5

menylapkan dan meng181 Surat Tanda Setoran STS)~

menyetorkan seluruh uang yang dlterlma secara bruto

" ke rekening Kas Umum Daerah paling. lambat 1 (satu)

o hari kerja terhltung se_]ak saat uang kas tersebut T -_
~diterima; ‘ . .

6

‘menerima 1 (satu) lembar as11 dan 2 (dua) lembar

~  tembusan Surat Tanda Setoran dari PT. Bank Jateng
Cabang Karanganyar A :

'mencatat bukti penenmaan ke dalam buku kas umum S

penerimaan, buku pembantu r1n01an obyek pendapatan' s

o -dan buku rekapitulasi ‘penerimaan harian;

)

‘,menyerahkan 1 (satu). lembar tembUsan STS dan/ atau‘ o
-+ . dokumen lain yang dlpersamakan kepada PPK-SKPD;.

.. 9) setoran ke rekening Kas Umum Daerah dianggap sah'
“bilamana Kuasa BUD. Kas Daerah sudah menerima

bukt1 nota kredlt dari PT Bank Jateng Cabang



Karanganyar. v : :

10) secara administratif harus mempertanggung]awabkan '
‘penerimaan kepada Pengguna Anggaran beserta bukti-
-bukti penerimaan melalui PPK-SKPD pahng lambat
tanggal 10 bulan berlkutnya

11) secara fungsmnal harus menyampalkan laporan

pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendapatan_

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD

'~ yang dllampm buku kas umum, buku pembantu per

' rincian obyek ~penerimaan, buku rekap1tu1a31
penenmaan harian dan bukti

- 12) penenmaan lainnya yang sah pahng lambat tanggal 10
: bulan berikutnya. v ,

- 13) Dokumen- dokumen yang dlgunakan
a) Buku Kas Umum Penerimaan; o
b) Buku pembantu per rincian obyek penerlmaan
\ ) Rekapitulasi Penerlmaan Harian; '
- d) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP—D),
e Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); -
* ) Surat Tanda Setoran (STS);
| g Surat tanda bukti pembayaran dan
h) Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.

2. Prosedur Penenmaan Setoran Me1a1u1 Bendahara Penenmaan
Pembantu : .

-a, Wapb ~ Pajak/ Wajib 'Bayar/ Pihak Ketiga *menyetorkan
penerimaan daerah kepada Bendahara Penerimaan disertai
Lampiran = SKP-D, SKR-D dan/atau tanda bukti
pembayaran lamnya, S - :

" b. prosedur penenmaan padaj 'Bendahara Penerimaan

S Pembantu - S s - '
1). menerima setoran uang dari Wajib' Pajak/Wajib

' /Bayar/Plhak Ketiga; -
- 2). menghitung Jumlah uang yang d1ter1rna dan

mencocokkan dengan Jumlah yang tercantum dalam
SKP-D atau SKR-D; :

- 3). menyiapkan dan meng131 Surat ‘Tanda Setoran (STS) |
~ dan/atau dokumen’ lain yang dipersamakan yang

ditandatangani = oleh Bendahara = Penerimaan

- Pembantu/Kasir Pepenmaan pada SKPD mmnnal
‘rangkap 7 (tajuh); -

C4). menyetorkan seluruh uang yang dltenma ke rekening
 Kas  Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang

. Karanganyar paling lambat 1 (satu) han kerja seJak :

saat uang kas tersebut dltenma

'5). menenma lembar ash Surat Tanda Setoran (STS) dan




o 'BtéﬁdaharafPért'ai Politik atau'sebﬁtan l,a;innya;/» |

. b. 'penyerahan bantuan tersébut. : dengan“ ,persyaratan ’
adrn1mstras1 _ L ' o

1) surat keterangan bank yang menyatakan memiliki

Nomor Rekening Bank atas nama Parta1 P011t1k atau

' sebutan lainnya; -
2) surat tanda terima uang bantuan yang dlbuat dalam :
~ bentuk - kwitansi . ditandatangani diatas materai oleh
Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan
- lainnya  dengan - menggunakan kop surat dan
- cap/stempel Partai P011t1k '
- 3) berita acara serah terima dlbuat ‘dalam rangkap 4
(empat) ~ yang ditandatangani oleh Kepala Badan
" Kesbangpol dan Linmas Kabupaten ' Karanganyar
sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara
‘Partai Politik atau sebutan lainnya sebaga1 Plhak
- Kedua.

c laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik. .

- Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik
disampaikan kepada Bupa‘a melalui Kepala Badan

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karanganyar dengan - - y

- tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Permhhan
© Umum Kabupaten Karanganyar :

C BclanJa Tak Terduga '

‘Belanja tak terduga merupakan belanja/ keglatan yang sﬁ'atnya'
_tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan
" gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintah

Daerah demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
“dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

" termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah_
i .tahun-tahun sebelumnya yang telah tutup. '

1. PenyaIuran dan Pertanggung JaWaban Belanja Tak Terduga

a. Belanja Tak Terduga dlgunakan untuk mendanai tanggap
darurat, penanganan bencana alam, bencana sosial dan
pengembahan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun - sebelumnya  yang telah  ditutup dan
mempertlmbangkan prioritas kebutuhan serta menghmdan
‘ tumpang tindih pendanaan. :

| ,b- tata cara pembenan dan peri:anggung Jawaban belanja tak
.. terduga diatur sebagai berikut: ‘

1) kepala SKPD atau Kepala Desa/ Kepala Kelurahan
* menyampaikan laporan kepada Bupati tentang adanya
bencana alam .dan/ atau bencana sosial serta kcbutuhan

5 dana untuk penanganannya; -

: -2) vberd‘aSaIkan '» 1aporan : tersébut - Badan Penanggulangan
' ‘Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten “Karanganyar, SKPD
“yang terkait dengan bencana sosial melakukan Klarifikasi



7).

8).

SIS PT. Bank Jateng Cabang K’ar}anga,l.lyar;;
S 6).

setoran ke rekening Kas Umum Daerah dianggap sah'

- bilamana Kuasa BUD Kas Daerah sudah menerima

bukti nota kredit . dan PT.. Bank Jateng Cabang
Karanganyar; :

mencatat bukti penenmaan ke dalam buku Kas Umum -
Pembantu, buku pembantu rincian obyek pendapatan
dan buku rekap1tu1a51 penerimaan harian;

Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampalkan B

‘laporan = pertanggungjawaban  penerimaan dan

penyetoran - yang dilampiri dengan bukti-buktinya

s kepada Bendahara Penerimaan pallng lambat tanggal S |

(lima) bulan berlkutnya

Dokumen—dokumen yang dlgunakan

1).
2.
- 3).
4).
- 5).
6).
7).
o 8).
C9).

Buku Kas Umum Pembantu, 7
Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu; -
Buku Pembantu R1nc1an obyek pendapatan
Rekap1tulas1 Penerimaan Harian Pembantu; -
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-—D), : ,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR—D), o
Surat Tanda Setoran (STS), ' B
Tanda Bukti Pembayaran. _

Bukti Penerimaan Lainnya yang sah..

B PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
1 Pengajuan Surat Permmtaan Pembayaran (SPP) terdiri dan ‘
 a. SPP-UP; |
SPP—GU;

a.

a0 o

- SPP-TU;
. SPP-LS;
e.

SPP Gajl dan Tunjarlgan Pegawal

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dlpersamakan
dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran melalu1 PPK-SKPD, dengan
ketentuan : |

a. SPP-UP

Pada permulaan tahun anggaran setelah SK Penunjukan
Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan

- oleh = Bupati/PPKD, Bendghara Pengeluaran ~dapat

v mengajukan SPP-UP.. kepaqa Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna ‘Anggaran’ melaluj . PPK-SKPD dalam
rangka pengisian uang persediaan setinggi-tingginya 1/12 .

' (satu per dua pelas) dari pagu ‘anggaran yang ada setelah



d1kurang1 belan_]a gaji dan’ tun_]angan pegawa1 serta belanja‘ v
langsung. Besaran Uang persediaan (SPP-UP) tlap-tlapb v
SKPD dltetapkan dengan SK Bupan :

1) Ketentuan SPP—UP

a)

b)

'»i‘r,'d)

dana’ uang persediaan (UP) diaj'ukan‘ untuk

pengisian - uang persediaan bukan  untuk

pembayaran langsung, dan uang persediaan

- diberikan hanya sekali dalam - setahun dan

diberikan pada bulan Januari tahun anggaranﬁ
berkenaan, : .

keperluan pengeluaran sehan—han yang harusv
dlpertanggung]awabkan oleh bendahara;

belum membebani Kode Rckemng anggaran yang» v
tersedla dalam DPA-SKPD; - :

pengisian kembali uang persedlaan (UP) hanya‘

dapat dilakukan apabila uang persediaan tersebut -
telah digunakan minimal sebesar 70% (tujuh puluh

' prosen) dari uang persediaan yang telah diterima"

dengan cara mengajukan SPP-GU dengan
 melampirkan  pengesahan SPJ = dan vbuktl B

pengeluaran yang benar, sah dan lengkap;

pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-UP |
harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku

‘antara lain : ;
(1) setiap pengeluaran 't1dak d1perkenankan -

‘melampaui dana pada kode rekening anggaran.
yang dlsedlakan dalam DPA;

(2) setiap pembayaran - harus berdasarkan tanda .

- - bukti yang sah;

| (8) pembayaran kepada satu rekanan t1dak

diperkenankan melebihi jumlah  sebesar
-Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

kecuali  untuk pembayaran Honor, biaya
langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan
bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina,
selanjutnya khusus pembayaran honor harian

~ lepas (kontrak) :dibayarkan pada bulan

berikutnya kecuali pada akhir tahun anggaran
dapat d1bayarkan pada akhir bulan;

’ (4) dalam setiap pembayaran harus. dllaksanakan :

ketentuan mengenai perpajakan antara lain
pemungutan pajak penghasilan PPh 21, PPh 22,
PPh 23, PPh 26 dan PPn serta pajak restoran
bagi pembelian makan dan ‘minum, oleh sebab"
itu maka bendahara atau rekanan 'harus
o mem111k1 NPWP dan NPWPD C

(5) Dana UP tidgk_ boleh: dlgunakan untuk
~ pengeluaran ygn menur;ét ketentuan harus -
dlbayarkan deng SPP~L$, _ ‘




2)

(6) Berdasarkan persetujuan . pengguna
-~ anggaran/kuasa pengguna anggaran bendahara
- pengeluaran - - SKPD = dapat melimpahkan -

'sebagian uang persediaan yang dikelolanya -
-~ kepada bendahara pengeluaran pembantu
- untuk kelancaran pelaksanaan kegiatannya.

Kelengkapan dokumen SPP-UP sebagal benkut
a). surat pengantar SPP - UP

~b). ’nngkasan SPP-UP; .
"), rincian rencana penggunaan UP;

d). 'sahnan SPD, DPA, NPWP Bendahara Pengeluaran;

“€). surat pernyataan yang dltandatangam oleh-

'Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
~yang menyatakan bahwa wuang yang dlmlnta-.
~ dipergunakan untuk uang persediaan;

f). nomor rekemng Bank Bendahara Pengeluaran pada‘
- PT. " Bank Jateng cabang Karanganyar. :

| g). 'buktl setor (STS) sisa uang persediaan tahun lalu. |

~b.. SPP GU

1)

setelah Uang Persedlaan (UP) dlgu'r’lakan,‘ untuk
selanjutnya Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan
SPP Ganti Uang (SPP-GU) dengan besaran sejumlah

- 'SPJ uang persediaan yang telah disahkan, dan SPP-GU

tersebut ‘dapat disampaikan untuk satu kegiatan
tertentu atau beberapa Kegiatan sesuai dengan

s kebutuhan yang ada; -

Contoh : suatu SKPD mendapatkan aloka81 dana uang

- persediaan pada tanggal 10 Januari 2014. sebesar

2

3)
- Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap
“‘jenis barang/jasa penyedia barang/ jasa; '

- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian
- pada tanggal 25 Januari 2014 telah terlaksana 2 (dua)

kegiatan yang menghabiskan uang persedlaan sejumlah

Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka
- SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

adalah sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan -puluh

" juta rupiah) dengan pembebanan pada kode rekenmg :
~belanja terkait 2 (dua) kegiatan tersebut.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP—GU kepada

~ Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD;

kegiatan pengadaan barang/ jasa sampai dengan

'keperIuan pengeluaran sehari-hari kepada Bendahara
~yang harus dlpertanggung Jawabkan, ’

5

pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-GU harus

. dilakukan menurut ketentuan yang b¢r1aku



- antara lain:

: “a) 'scetlap pengeluaran tldak d1perkenankan melampam
; pagu anggaran pada kode rekening anggaran yang
disediakan dalam DPA;

' b) setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukt1
. yang benar, lengkap dan sah

c) pembayaran kepada : satu A 'rekanan tidak -

- diperkenankan melebihi  jumlah sebesar
Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kecuali
untuk pembayaran Honor, -biaya langganan daya
~dan jasa serta biaya - pengadaan bahan bakar
minyak (BBM) melalui Pertamma,

d) dana Ganti Uang tidak boleh dlgunakan ‘untuk
- pengeluaran yang menurut - ketentuan harus
dlbayarkan dengan SPP-LS; '

. é) dalam - ‘setiap pembayaran harus d11aksanakan
kﬁtentuan mengenai perpajakan '

f) dalam - setiap pembayaran ‘harus  dilaksanakan =

~  ketentuan - mengenai = perpajakan  antara lain

pemungutan pajak penghasilan PPh 21, 22, 23,26,

. PPn dan pajak restoran, untuk belanja makan dan

 minum diminta melampirkan NPWP/NPWPD yaitu
NPWP Bendahara dan NPWP/ NPWPD Rekanan;

vfg)‘ pada akhir tahun anggaran untuk penga_]uan SPP- -
- GU tiap SKPD paling lambat (batas akhir pengajuan
SPP—GU) tanggal 15 Desember. -

. 6) | Kelengkapan dokumen SPP—GU terd1r1 dan
| a) surat pengantar SPP-GU
 b) ringkasan SPP-GU
"¢} 'rincian penggunaan SP2D- UP/ GU yang lalu
~d) salinan SPD; =

" ¢) laporan pertanggung]awaban : -Bendahara -
- Pengeluaran ~ atas  penggunaan dana = Uang
Persedlaan yang telah dlsahkan, ' ' o

f) surat ° pernyataan tanggun.awab yang

- ditandatangani = oleh ‘Pengguna Anggaran atau

Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak ' dipergunakan

~ untuk keperluan selain ganti uang persedlaan pada
saat pengajuan SPQD GU '

c. SPP-TU V
. Apabila terdapat kebutuhan belan_]a yang sxfatnya

. mendesak, yang harus . dibayar  oleh - Bendahara
~ Pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena
- sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka
Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP=TU)



Sy Adapun Batas Jumlah pengajuan SPP—TU harus mendapatf N .

- persetujuan dari PPKD dengan. memperhatlkan rincian .

- kebutuhan dan waktu penggunaan. Selanjutnya jumlah .
~dana yang - dimintakan dalam ~ SPP-TU ini- harus =~
£ dlpertanggung]awabkan tersendiri- dan apabila tidak habis

© - dalam satu bulan, sisa harus dlsetorkan kembah kerf S
i rekenmg Kas Umum Daerah ‘ : : ‘

By Ketentuan SPP-TU :

a) SPP-TU dia_]ukan : unmk nienémb - e e

S persedlaan,

o /b)-i{ Bendahara Péngeluaran hiéngajukéiﬁ " S:PP‘—'TU,,]'ZV &
- kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna;_ i

G Anggaran melalui PPK-SKPD;.
o 'Ketentuan SPP_TU antara Iam

- ‘_’( 1) dlgunakan untuk melaksanakan keglfﬂ'-aIl yang

bersifat mendesak atau sesuai dengan Jadwal Lo

N : kegiatan harus segera dilaksanakan;

. (2) Tambahan Uang digunakan untuk kebutuhan jU
' (satu) bulan dan tidak digunakan untuk
o «,memblayal pengeluaran yang  menurut .

- ketentuan berlaku harus dlbayarkan denganf Lo

- SPP-LS.

- (3) Jumlah dana yang dlrmntakan melalul SPP~TU“ e
~ - harus dlpertanggung]awabkan tersendm dan

" jika' tambahan uang persediaan tidak hab1s

- digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa =
. uang harus disetor- kembali ke rekening Kas
. Umum Daerah pada akhlr perlode permmtaan

~ uang persedlaan

o “(4) Ketentuan _batas e waktu penyetoran 31sa' o e

i tambahanuang dlkecua_hkan untuk :

(@ keglatan yang pelaksanaannya meleb1h1

(satu) bulan;

B (b) keg1atan yang mengalam1 penundaan dar1?' : L

jadwal - yang telah  ditetapkan yang

dlaklbatkan bleh peristiwa di luar kendali

“Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna,_ S e

EESEIANE Anggaran

2) Kelengkapan dokumen SPP—TU terd1r1 dan
v a) surat pengantar SPP-TU '
b) rmgkasan SPP-TU S
- rincian rencana penggtinaan SPP—TU
d) SalinanSPD; | |

i ) laporan pertanggung]awaban ' tambahan uang fr
 persediaan yang telah disahkan dan dllampln bukt1 PRI

o ,transakSI yang sah dan lengkap, :

g £ 3Sur3t' pernyataan : tanggung]awab untuk

N



ditandatangani oleh : Pengguna Anggaran atau ..
' Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa -
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk

" keperluan selain tambahan uang persediaan pada
saat pengajuan SP2D; B : .

g) dalam setiap pembayaran harus dllaksanakan
S ketentuan - mengenai - perpajakan antara lain
~ pemungutan pajak penghasilan PPh 21, 22, 23 ,26,
- PPn dan pajak restoran untuk belanja makan dan
~ minum diminta melampirkan NPWP/NPWPD yaitu
: NPWP Bendahara dan NPWP/ NPWPD Rekanan,

d SPP—LS

 Atas dasar permohonan . PPTK, bendahara pengeluaran '
mengajukan - SPP-LS Pengadaan Barang/jasa kepada
~ Pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, untuk
- pembayaran uang muka atau pembayaran atas prestasi
pekerjaan (termin/MC) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterima permohonan pembayaran dari - penyedia
; barang/ jasa; i :
e 1) SPP-LS dapat dlkelompokkan rnenjadl
a) SPP-LS untuk pengadaan barang dan j jasa;
~'b) SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
'2) Ketentuan Pembayaran mela1u1 SPP-LS '

a) pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ _]asa
termasuk pengadaan barang dan pekerjaan yang
dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya di
atas Rp. 15.000.000,00 (11ma belas _]uta ruplah) ’

 b) pengeluaran pemblayaan, ‘

" ¢) belanja tidak langsung kecuali belanja penunjang
- operasional Bupati/ Wak11 Bupat1

~d) jasa pelayanan kesehatan
3) Kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup ;
~ a) surat pengantar SPP—LS
- b) SPP- LS o .
' ¢) surat  pernyataan  tanggungjawab  untuk
‘ ditandatangani oleh  Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
-~ keperluan selain tambahan uang persedlaan pada
.. saat pengajuan SP2D; e . ‘
od) lampiran SPP—LS Pengadaan barang/ jas‘a
o mencakup - T
(1) nomor Pokok Wajlb Pajak

(2) nomor Rekening Bank Penyedla Barang/ Jasa
' ada Bank Umum ; -



. (3) surat Setoran Pajak (SSP) disertai Faktur pa_]ak
(PPN dan PPh) yang telah d1tandatangan1 Wa_]lb '
pajak/Bendahara;

(4) surat keputusan Pejabat Pembuat Komltmeni
- tentang penunjukan penyedla ‘barang/ jasa.;

(5) surat perjanjian kerjasama/kontrak’ antara
- pihak ketlga ,dcngan Pejabat - Pembuat
- Komitmen; S .

(6) berita acara penenmaan dan pemenksaan
barang/jasa d1tandatangam ~ oleh  pihak
ketlga/ rekanan serta unsur pejabat/ panitia
penerima hasil pekerjaan berikut lamplran
daftar barang yang diperiksa; -

(7) berita  acara p¢nyelesa1an "pekexjaan,',
" bermeterai cukup, , ,

':(8)A berita acara serah terlma barang dan Jjasa, =
. bermeterai cukup; ,
(9) berita acara pembayaran, ‘bermeterai ‘cukup;' :
(10) kwitansi bermeterai cukup, nota/faktur yang
- ditandatangani pihak - ketiga, Bendahara
Pengeluaran, diketahui PPTK dan disetujui oleh

Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggtma_"

Anggaran;

(11) surat Jamman bank atau yang d1persamakan
yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga
~ keuangan non bank untuk pembayaran uang
muka ‘

(12) surat Angkutan/ Konsumen ‘apabila pengadaan
- - barang d1la.ksanakan di luar wilayah kerja; 7
~ (13) foto/buku/ dokumentasi ~ . tingkat ~ kemajuan
. penyelesaian pekerjaan; U ’
 (14) surat = pemberitahuan - pengenaan  denda
~ keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila
pekerjaan mengQM1 keterlambatan; - '

(15) bukti setor denda keterlambatan pckerjaan,

(16) potongan Jamsostek (potongan sesuai dengani
ketentuan yang berlaku/ surat pembentahuan
Jamsostek)

(17) Surat Penntah Ker_]a/ Surat Perintah Mulal'
Kerja/Surat Pesanan (Purchase Order)/Surat
Perjanjian/Kontrak pelaksanaan Pengadaan ‘
- Barang dan Jasa;

B (18) surat pernyataan tldak terlambat

(19) faktur pajak/ Surat Buktl Setoran Pajak PPh 22

' dan PPn serta NPWP Rekanan/Pihak ketiga

- maupun NPWP Bendahara Pengeluaran SKPD
yang terkait; -




e e s e O

«(20) berlta acara Pembebasan Tanah yang d1buat i B

oleh Panitia Pengadaan tanah;

(21) surat  jaminan f Bank  Umum/ Lembaga |
. Keuangan 'yang  ditunjuk oleh Pemerintah
untuk masa. pemeliharaan bagi pembayaran
yang dilakukan sebesar. 100 % dari nilai

~ kontrak; : , , ‘

(22) khusus untuk pekerJaan konsultan yang
~ perhitungan . harganya menggunakan biaya
personil (billing rate) berita acara prestasi-
kemajuan pekerjaan- dilampiri dengan bukti -
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
: pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/ pembelian alat penunjang serta
bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

- dalam surat penawaran,; -

(23) kelengkapan lampiran = Dokumen  SPP-LS

- pengadaan barang tersebut diatas digunakan i
' sesuai peruntukannya , '

4) Pengajuan SPP Gaji dan ’[‘un_]angan Pegawa1

- Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan Pegawai serta

Penghasﬂan Pimpinan dan Anggota DPRD.

' a) Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji mengajukan .
' SPP Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Pengguna
- Anggaran/ Pengguna Barang melalm PPK-SKPD; :

~ b) pembayaran SPP-LS Gap - dan Tunjangan.

‘serta

- penghasﬂan Punpman | ~dan Anggota DPRD

mencakup ‘
(1) SpPP Pembayaran Ga_]1 Induk

(2) SPP Gaji Susulan, Kekurangan G.éji Gaji'-'

Terusan, Tunjangan Jabatan, dan Uang Duka
- wafat/tewas; v :

? SPP Penghasﬂan Pimpinan dan Anggota DPRD

(4) SPP iuran Askes, Taperum dan IWP

5) Pengajuan SPP. Gaji Induk dibuat réngkap 3
dllampln dokumen sebaga1 berikut : _ :

- a)

,Nomor Rekenlng Bendahara Pengeluaran pada P’I‘ |

- Bank Jateng Cabang Karanganyar;

b

.

Y

Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya;

" Daftar Perbedaan ga_u bulan lalu dengan bulanf
-berjalan; = _ ’

Daftar Gajl dan tunjangan Pegawal, .

Daftar Rincian BelanJa dan TunJangan Pegawa1
?embayaran Gaji;




i)

Rekap Daftar Gajl Untuk bulan yang bersangkutan
. per golongan/ ruang, R

" 6) Pengajuan. SPP  Belanja Pegawau Gaji  Susulan,
Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, Tunjangan Jabatan
dan Uang Duka Wafat/ Tewas, d1buat rangkap 8 (tiga).

a)

b)

c)

niomor rekening bendahara pengeluaran pada PT
Bank Jawa Tengah Cabang Karanganyar, ' '

4 daftar pengantar SPP;.

daftar rincian penggunaan anggaran belanJa‘

‘pegawal dengan dilampiri :.

(1) ‘copy SK Karpeg ( dllegahsn'), ,

(2 copy SK mutasi (d11ega1181r ); .

' (3) copy Surat Pernyataan Melaksanakan ’I‘ugas

©

- (6) mehdapaitkan’ B ‘Pembayaran ‘ﬁmj‘angan'

d}

(dilegalisir); -

(4) tembusan surat ‘keterangan 'Penghenﬁari' ,

Pembayaran (SKPP);

keluarga (SKUM- P’I‘K), .

- (7) “akte kelahiran; -
~[8)' surat nikah.,

Susulan. gaji karena d13atuh1 hukuman d131phn
d11amp1r1

(1) copy SK Pangkat terakhlr (d11egahs1r)

(2 copy - SK Badan Pertimbangan Pegawal ,

,e),

(dllegal131r),

';(43) copy  SK Hukuman "Disiplin | dari

pej jabat .
berwenang / Bupat1 (dllegahsn')

‘ Untuk kgkurangan gaji dllampln

(1) copy SK Pangkat terakhir (dllegalisir) ;

(2) copy SK Berkala (dllcgahs1r),
 (3) copy SK Penln_]auan Masa Kelja (d11ega11s1r) |
‘Pembayaran kekurangan f tun_]angan _]abatan

dilampiri:
(1) copy SKJ abatan Struktural (dllega11s1r)

(2) copy SK Jabatan Fungsmnal (dilegalisir); .
1(3) “copy Surat Parnyataan Pelantikan (dllegallslr),

(4)  copy Surat Pﬁrnyataan Mendudukl Jabatan
' (d11ega11s1r), : ‘

- (5). copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

- d abatan(dllega.hsn)



-

7) untuk pembayaran Kekurangan/ Susulan Gaji (kenalkan -
pangkat, kenaikan ‘gaji berkala dan lain-lain) hanya

‘vh) |

Pembayaran Terusan Gajl ( dlbayarkan selama 4
) bulan), dllampln ‘

(1) copy Surat Keterangan Kemanan dari Kepala

Kelurahan atau Kepala Desa (dilegalisir);

‘,(2) copy Surat Pangkat Terakhir (dﬂegahsu),

(3) copy surat nikah (dllegahs1r), .

f(4) “iuran wajib pegawal.( IWP) sebgsar 2 %; |
(5) surat keterangan  Ahli = Waris  dari.

KepalaKelurahan atau Kepala Desa.

,‘pembayaran uang duka wafat { d1ber1kan tlga ka11
- gaji terakhir yang diterima ) dﬂamplrl

(1) copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala

- Kelurahan atau Kepala Desa (dilegalisir) ;

A(2) copy surat keterangan ahli waris yang

diketahui oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa
(dllegahs1r) :

(3) surat keterangan kemaﬂan dan instan81 yang»

 bersangkutan

o (4) c0py surat pangkat terakhlr (d11ega11s1r)

pembayaran uang duka, tewas (d1ber1kan 6 kah
gaji terakhlr yang d1ter1ma), dilampiri :

A(l) .copy Surat Keterangan Kematian dan Kepala'

' Kelurahan atau Kepala Desa (dllegahslr)

(2) copy surat - keterangan ahli = waris yang

.- diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa
(dllegahslr), '

v(3) - surat keterangan kematlan dari instansi yang

- bersangkutan

(4) copy surat pangkat terakhir (dilegalisir)

(5). copy SK dari Badan Kepégawaian Negara atau
Pejabat = lain - yang ditunjuk dalam f

- hngkungannya (dilegalisir);

. (6) sambil menunggu point nomor llma diatas

‘sementara dapat mengajukan uang duka /
- wafat. : :

| ~dapat dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terhitung SK dimaksud dltetapkan

8

kelebihan  pembayaran gaji dan rapel = (Dana
. Alokasi Umum) segera disetor ke Kas Daerah- Nomor
. R/C dari Bukti Setor agar disampaikan kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
‘Daerah. e : '

Ao



2, Penerbltan SPM ‘

a.

setlap SPP yang memenuhi persyaratan d1nyatakan lengkap :

‘dan sah, dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD

~_ selanjutnya dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran

atau Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM. | o
Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari keqa terhltung o

- sejak d1ter1manya SPP;

. apabila SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD

; ‘menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM  yang

~ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat yang

. diberi wewenang menandatangani SPM dan se¢lanjutnya
~ diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan

penyempurnaan. Penolakan penerbitan SPM pahng lambat

- 1 (satu) hari kerja sejak SPP diterima;

SPM yang telah diterbitkan, untuk selanjutnya dlajukan

" kepada Bidang Perbendaharaan - Dinas Pendapatan

Pengelolaan. Keuangan dan Aset Daerah untuk penerbltan,

- SP2D;

penatausahaan pengeluaran surat perintah membayar '
sebagalmana dimaksud dllaksanakan oleh PPK-SKPD;

setelah tahun anggaran bcrakh1r/ Pengguna Anggaran
dilarang menerbitkan SPM yang membebam tahun

~anggaran berkenaan; S ‘
'pembayaran atas beban anggaran belanja daerah

dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar

- (SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan SPM-LS).
1) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU |

a)‘ PPK-SKPD ‘menerima SPP—UP/ SPP-GU / SPP-TU
- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; ‘

- b) PPK-SKPD menehtl kelengkapan dokumen SPP-
. UP/SPP-GU/SPP-TU; «

c) PPK-SKPD mencatat SPP—UP/SPP—GU /SPP-TU yang
e dltenma ke dalam reglster SPP—UP/ SPP-GU/SPP-

- d) Jlka kelengkapan dokumen SPP-UP/ SPP-GU/ SPP—
TU dinyatakan lengkap dan sah, 'PPK-SKPD
menyiapkan SPM-UP/SPM-GU /SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau
Pejabat yang ‘diberi. wewenang menandatangani
SPM; , »

€) batas waktu antara penerimaan SPP-UP/ SPP-.

~ GU/SPP-TU/SPP-LS dan penerbitan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/SPM-LS, selambat—lambatnya 2 (dua)
~hari kerja;

f) . jika kelengkapan dokumen SPP—UP/SPP—GU/SPP— |
TU dmyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah,
maka PPK-SKPD menolak untuk menerbltkan



 SPM.UP/SPM.GU/SPM-TU  dan  sclanjutnya

mengembalikan  SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU paling
- lambat 1 (satu) han kerja terhitung sejak
- diterimanya pengajuan SPP kepada Bendahara
Pengeluaran untuk d11engkap1 dan diperbaiki; -

g) Pengguna Anggaran atau Pejabat yang d1bcri
- wewenang menandatangani SPM menerbitkan
SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU paling lambat 2 (dua)
hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPP-UP/SPP-GU/ SPP-TU yang dmyatakan lengkap
dan sah; -

h) PPK-SKPD mencatat penerbltan SPM-UP/SPM-
- GU/SPM-TU yang d1ter1ma ke dalam- Register
Penerbitan SPM;

i PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-
; GU/SPM-TU yang dltenma, ‘kedalam  Register
Penolakan SPP; ‘

i) penerbltan SPM- UP/ SPM GU/ SPM-TU terdiri atas
'3 lembar yang terdiri atas :

- (1) lembar 1 dan 2 d1k1r1m ke Bidang
Perbendaharaan = dan Kas Daerah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

2) lembar 2 akan dlkembahkan ke Bendahara

 Pengeluaran setelah diberi cap, tanggal dan -

nomor oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

’ (3)  lembar 3 sebaga1 ar51p PPK—SKPD.
2) 'Penerbitan SPM LS :
' a)‘ pembayaran sebagai SPM-LS untuk :

(1) ‘pelaksanaan pekerjaan pengadaan
barang/jasa - yang dilaksanakan sendiri
(swakelola) dengan = nilai di  atas

Rp. 15.000.000,00 (ima belas juta rupiah)
untuk masmg=masmg jenis barang/jasa.

) perubahan. batas Jumlah sebagaimana

: dimaksud dltetapkan dengan Keputusan
 Bupati Dalam hal ini Pengguna Arggaran
mengajukan. permohonan disertai alasannya
kepada ~ Bupati - u.p Dmas Pendapatan
‘Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; '

_ (3) pengeluaran pemb;ayaan
- (4) _]asa pelayanan kesehatan.

(5) untuk jasa pelayanan. kesehatan Wajlb
-mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan,
berdasarkan  realisasi pendapatan Rumah
Sakit yang dlSCtOI‘kal? ke Kuasa BUD Kas
Daerah. : o



" b) PPK-SKPD menerima SPP-LS baik untuk
-+ Pengadaan Barang/Jasa maupun belanja tidak

- langsung = dan pengeluaran pemblayaan yang- L

| diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- ¢)  PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang dltenma ke S

., dalam Register SPP; =
d) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-
~ LS. - Jika kelengkapan dokumen = SPP-LS

. dmyeitakan lengkap dan = sah, PPK—SKPD 2

“menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh -
Pengguna ‘Anggaran atau Pejabat yang  diberi ‘
‘wewenang untuk menandatangam SPM; S

¢) jika kelengkapan dokumen SPP-LS dlnyatakan
. tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPD

. “menolak untuk  menerbitkan = SPM-LS - dan
~selanjutnya mengembalikan SPP-LS paling ‘lambat_

1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya - |

g pengajuan SPP kepada Bendahara Pengeluaran |
" untuk dilengkapi dan diperbaiki; , '

) Pengguna Anggaran atau PeJabat yang diberi -
 wewenang menandatangam SPM menerbitkan
SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung
sejak diterimanya pengajuan ‘SPP yang dmyatakan

. lengkap dan sah; -

g PPK-SKPD mencatat penerbltan SPM- LS ke dalam
o Reglster Penerbitan SPM; -

h) PPK—SKPD mencatat penolakan penerbltan SPM-LS
< yang dlterlma ke dalam Reg13ter Penolakan SPM;

) ‘penerbltan SPM-LS rangkap 3 lembar

'(1) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Bidang
‘Perbendaharaan ~ dan Kas Daerah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Daerah; : :

o @y ‘Lembar 2 d1kemba11kan ke Bendahara
- kPengeluaran setelah diberi cap, tanggal dan
“nomor  yang ~ diterima - oleh Bidang

Perbendaharaan . dan Kas Daerah Dinas

V Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

3 Lembar 3 untuk arsip PPK— SKPD."

3. Batas waktu Penyampaian SPM untuk penerbltan SP2D

a

b.

Penyampalan SPM untuk penerbitan SP2D Gaji selambat-
lambatnya tanggal 10 sebelum bulan berkenaan. i

Pada akhir tahun anggaran, penyampalan SPM- GU /TU/LS
untuk penerbitan SP2D harus sudah diterima Kepala

 DPPKAD dengan batas waktu penyampaian

1) 'SPM GU /TU paling lambat tanggal 10 Desember;

~ 2) SPM GU Nihil paling lambat tanggal 31 Desember; -



..'3) SPM TU N1h11 paling lambat tanggal 10 Desember' -

4) SPM. LS Belanja Langsung paling lambat tanggal 16
Dcsember, :

5) SPM LS belanja Tidak Langsung pahng lambat tanggal ' f
16 Desember. .

4. Mekamsme Pencatatan Dana

. ;a;

b

Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D yang dltenma ke

dalam register SP2D;

Bendahara Pengeluaran (atau p1hak ke tiga) menenma '} ‘
transfer uang ke rekemngnya dari PT. Bank Jateng Cabang

Karanganyar :
Bendahara Pengeluaran mencatat transfer/ penerlmaan kas '
ke dalam buku Kas Umum di sisi Penerlmaan ‘ '

. Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam buku o

Simpanan/Bank (jika pembebanan uang persedlaan/ ganti

‘uang dan tambahan uang persedlaan),

Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran ke dalam’ '

‘buku kas umum di sisi pengeluaran

Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran kas ke

* dalam buku kas umum dan buku panjar, jika uang yang .
‘ ,dlkeluarkan belum disertai bukti transak31

. ‘Bendahara Pengeluaran mencatat pernotongah dan
_penyetoran pajak ke dalam buku pajak; Apablla terdapat

Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1) Bendahara , Pengeluaran g menyerahkan uang |
muka kexja/ panjar kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu; = -

2) Bendahara Pengeluaran Pembantu menerims uang dan
mencatat dalam buku. kas pengeluaran pcmbantu d1 A
sisi penerimaan; ,

3) Bendahara PengeIuaran Pembahfu mencatat
pengeluaran kas ke dalam buku kas pengeluaran
‘pembantu di sisi pengeluaran

S. Pertanggunawaban Penggunaan Dana -

o a.

Bendahara Pengeluaran ~ secara administratif = wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU/TU

kepada  ‘Pengguna Anggaran melalur PPK—SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. )

dokumen yang digunakan dalam menatausahakan
pertanggunglawaban pengeluaran mencakup

‘1) Register Penenmaan Laporan, Pertanggung Jawaban

Pengeluaran (SPJ);

2) Register Pengesahan Laporan Pertanggung i awabani
« Pengeluaran (SPJ); L AR ’

" 3) Surat Penolakan , Laporan“ , Pertanggungjaiwaban

Pengeluaran (SPJ);



4) Reglster' Penplakan Laporan Pertanggun.awabanv
- Pengeluaran (SPJ); , ‘

: ¥ S) Reglster Pcnutupan Kas. ,
. dokumen laporan pertanggung]awaban mencakup
1) ~buku kas umum; _

|  2) ringkasan Pengeluaran per rincian gbyek yang dlsertal
~~  dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas
pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum

. dalam  ringkasan - pengeluaran per r1nc1an obyek
dimaksud;

- 3) bukti atas penyetoran PPn/ PPh ke kas negara
4) register Penutupan Kas. o

. buku  kas umum dltutup setlap bulan dengan
diketahui/ dlsetuJul Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna
Anggaran. .

. dalam hal laporan pertanggungjawaban setelah selesa1
dilakukan Verifikasi oleh PPK SKPD dan realisasinya sesuai
~dengan penggunaannya maka Pengguna Anggaran
- menerbitkan surat‘ pengesahan laporan pertanggung
Jawaban : : , .

. untuk ‘tertib laporan pertanggung]awaban pada akhir
~ tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana
‘bulan Desember disampaikan pahng lambat tanggaI S
Januari tahun benkutnya ‘

. dalam- - melakukan = verifikasi  atas laporah
pertanggungjawaban PPK—SKPD berkewa_uban PR

1) meneliti - kelengkapan ~  dokumen Iapo'ran‘

pertanggun'awaban dan keabsahan bukt1 buktl"

pengcluaran yang dilampirkan;

2) mengu_u kebenaran perhitungan atas pengeluaran per
~ rincian obyek yang tercantum dalam nngkasan per
. rincian obyek;

3) menghltung pengenaan PPn/PPh per perincian obyek

4) menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.

. dokumen pendukung SPP-LS dapat dlpersamakan dengan |
bukti - pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran
beban langsung kepada plhak ketiga;

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wa31b menyampalkan "

Dokumen atau Kwitansi/nota Pengadaan- / Pembelian

barang kepada Pengurus Barang/ Penylmpan Barang SKPD
untuk dicatat sebagai bahan penyusunan aset Neraca .
SKPD :

j. paling Jambat tanggal 10 bulan berlkutnya, PenyampaJan :
pertanggungjawaban - Bendahara Pengeluaran secara -
administratif dikirim ke PPK- SKPD untuk selanjutnya
‘dilakukan venﬁkas1 dan pertanggun'awaban secara



‘fungsmnal dikirim ke DPPKAD c/ q Bldang Akuntansx' :
- setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung]awaban, L
. pengeluaran oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang"
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang—kurangnya

-1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan,

. Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang

dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-

“kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
. pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan
kas dan d1kmmkan kepada Bupan ‘dengan tembusan
Inspektorat; v , -

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanJa bunga, -
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,  bantuan

keuangan, belanja tidak terduga ~dan  pembiayaan
‘melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
' peraturan perundang—undangan : _

pengisian  dokumen penatausahaan g Bendahara

Pengeluaran dapat menggunakan program aphka31

~ pengelolaan keuangan daerah yang disetujui oleh Bupat1

. ’Penatausahaan Pada Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah |

Prosedur Penerbltan SP2D.

a.

b.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menerima SPM- -

- UP/GU/TU/LS yang diajukan oleh Pengguna Anggaran

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mencatat SPM-
UP/ GU/TU/ LS yang diterima ke dalam register SPM-
UP/GU / TU/LS. : '

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah meneliti
kelengkapan = dokumen = SPM-UP/ GU/ TU/LS untuk
menerbltkan SP2D-UP/ GU JTU/LS;

. kelengkapan dokumen . unt"uk penerb1tan -SP2D-UP
.mencakup : ,

1) surat pengantar SPM- UP

2). SPM-UP;

3) Surat = Pernyataan Tanggung = Jawab Pengguna
- Anggaran/  Kuasa ‘Pengguna = Anggaran = yang
- menyatakan bahwa uang yang dlmlnta dipergunakan

‘untuk uang persediaan; :

.~ 4)  copy SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD

5) copy dokumen DPA-SKPD;

o 6) ’}'copy dokumen SPD

. 7) copy spec1men tandatangan Pengelola Keuangan SKPD
- 8) NPWP Bendahara Pengeluaran;

9) nomor rekemng Bendahara Pengeluaran pada PT Bank
- Jateng cabang Karanganyar,




e 10) buktl setor sisa anggaran tahun yang lalu

e kelengkapan | dokumen untuk penerbltan SP2D GU‘
 mencakup: - ' ; v

‘1)

4y
-5
8.
o |
: L,:"—kelengkapan dckumen 3 untuk penerbltan SPQD-TU_ S
- mencakup: ; ~ : R
Yl

g

surat Pengantar SPM- GU,
,;sahnan SPD IR
surat - pernyataan Pengguna Anggara.n/ Kuasa o

Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang .

. Yyang ‘diminta tidak dlpergunakan untuk keperluan
~ selain Ganti Uang Persedlaan o , a

laporan Pertanggung]awaban Uang Persediaan, o e
: buktl—buktl belanja yang lengkap dan sah

Iamplran lain yang dlperlukan
copy rekemng giro bendahara SKPD

s11rat pengantar SPM-TU, :

: SPM—TU

surat - pemyataan Pengguna Anggaran/ - 'K’uaéa‘

: ‘Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang
" yang diminta- d1pergunakan untuk Tambahan Uang e

= Persedlaan

e 'Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa :

r1n01an iy encana penggunaan dana

surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa‘ o

ERpe t a) “dana Tambahan Uang tersebut akan dlgunakanT &

untuk keperluan mendesak atau sesuai dengan -

jadwal kegiatan harus segera dilaksanakan dan

" “akan habis digunakan dalam waktu satu bulan L

terhltung sejak tanggal d1terb1tkan SP2D;

. b) - apabﬂa dana Tambahan Uang tidak habls dalam 1

~ (satu) bulan, sisa dana harus dlSCtOI‘ ke Kas Umum , e

: - Daerah, kecuah

L (1‘)1" kegiatan yang pelaksanaannya rnelcb1h1 1

(satu) bulan, o

o ( ) keglatan yang mengalaml penundaan dan S
- jadwal yang telah dltetapkan, yang -

. diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali -
S Pengguna Anggaran/ Kuasa ' Penggunav P

o mencakup:
)
pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang

_ : : -%Anggaran | :
' ".rjkelengkapan dokumcn » untuk penerbltan SP2D LS
surat pengantar SPM—LS
SPM-LS; e
V'surat pernyataan : Pengguna : Anggaran/ Kuasa



v,‘yang dlmlnta 'dipefgunakan o unmk rPe‘mbayar an
,'Langsung,_ ‘ v , : :

:.4) ~nomor rekening Bank Penycdla Barang/Jasa padal

- Bank Umum;

_ ;”5) : Nomor Pokok Wa_]lb PaJak ”
- 6) surat Perintah Kerja/ Surat Permtah Mulai Kelja/ Surat

‘pesanan/ ~ Surat perjanjian/Kontrak Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa;

7) kwitansi bermeterai, nota/ faktur yang dltandatanganl

" pihak ketiga, diparaf Bendahara Pengeluaran, diketahui
PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran atau
‘Kuasa Pengguna Anggaran; ‘

‘,'8)' berita = acara pemenksaan tmgkat penyélesaia‘ﬂ

) pekexjaan, bermateral, | , :
9)1 berita - acara serah‘ terima ‘ barang/ pekerjaan,
o berrnatera1, : , . R

10) benta acara. pembayaran, bermateral, ,

1 1) surat pernyataan tidak terlambat

. 12) faktur pa_]ak/ Surat Setoran Pajak; :
. 13) berita ‘acara pembebasan tanah yang -dibuat oleh B

pamtxa pengadaan tanah;

" 14) foto yang menunjukkan tlngkat kemajuan peker_;aan, .
1) surat Angkutan/Konosemen;

5 ‘16) surat Jamman uang muka (Bank Garan31) d1serta1

dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan peker_]aan sesuai kontrak; *

S 17) _]amsostek (tanda bukt1 pelunasan),
R 18). surat bukti pendukung lalnnya

. 19) surat Jamman Bank Umum/ Lembaga Keuangan yang

. ditunjuk oleh pemerintah untuk masa pemeliharaan
bagi pembayaran yang telah mencapai 100 % dari nilai
kontrak; -

. kelengkapan . dokumen - penerbltan - SP2D-LS

Pimpinan ' dan Anggota DPRD mencakup

1) nomor rekemng Bendahara Pengeluaran pada PT Bank
Jateng, :

| 2) sui'at Pengantar SPM LS
- 3) g’SPM LS; LT A ‘ ‘ S
- 4) daftar Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga

5) daftar nominatif Penghasﬂan tetap P1mp1nan dan
- Anggota DPRD; -

- 6) .‘foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan lalu




T AT —

S “;‘ie penerbltan SP2D rangkap 6 (enam), yang terd1r1 atas

e :7‘_1)1 lémbar 1 (satu) dan Lembar 2 (dua) d1k1r1rn ke Kas
'»»UmumDacrah S R

b 2) lembar 3 (tiga) dkam ke SKPD
3) lembar 4 (empat) d1k1r1m ke plhak ketlga

" 4) lembar 5 (lima). dan" Lembar 6 (enam) sebaga; ars1p' .
: B1dang Perbendaharaan dan Kas DaerahDPPKAD

i penerb1tan SP2D pahng lambat 2 (dua) hari kerja se_]ak St
T dltenmanya SPM setelah dlnyatakan lengkap dan benar. - - -

L ,'_;’Tk.*apabﬂa terjadi  kekeliruan - ‘dalam - penerbitan  SP2D
- dilakukan pembetulan dengan cara membuat . surat -
pembentahuan/revml ' dan ‘Kuasa ~ BUD ' (Bidang -

- Perbendaharaan dan Kas) kepada Kas Umum Daerah .
. dengan tembusan SKPD yang bersangkutan dan Bldang"ﬂ L
*,,Akuntan31 DPPKAD - ST A ;

s 7 Penatausahaan Perbendaharaan dan Kas selaku Bendahara?‘ : ’, N
' Umum Daerah : : . L

a Penatausahaan Pencnmaan

1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah ‘menerima .
~STS/bukti lain yang dlsamakan atau Nota Kredlt dan S
- Kas Umum Daerah; ‘

S 2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mencatat
. STS/bukti lain yang dlsamakan atau Nota Kredit ke
- dalam buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Format
- K-1), buku kas pembantu penerlmaan dan pengeluaran.
(Format K-2), buku kas penerlmaan per SKPD (Format. =
K-3), buku rekapltula31 penenmaan daerah (Format K— S
~ 6) pada sisi penenmaan, R . v :

. 3). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerahmengmmkan -
" buku-buku: tersebut di atas dengan - dilampiri

_ 8TS/bukti lain yang dlsamakan atau Nota Kredit setiap

: han ke BldangAkuntan31, T e S

 4) Bidang Perbendaharaan - dan Kas Daerah mengmm B
 laporan bulanan atas. reahsa31 penerimaan daerah) e
‘kepada Bidang Akuntans1 pallng lambat tanggal 10’ S
, - bulan benkiltnya, S s Zi i

b. Penatausahaan Pengeluaran i i

1) Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah mencatat Bt
- SP2D ke dalam buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran - =
 (Format K-1), buku kas pembantu penerimaan dan .
* pengeluaran (Format K-2), buku kas pengeluaran per R
 SKPD (Format K-4) pada sisi pengeluaran;

S 2) B1dang Perbendaharaan dan Kas Daerahmenglnmkan V};' -
. buku-buku tersebut pada angka 1), d11amp1r1 SP2D
‘ ”setlap hari ke Bldang Akuntan81, SN e

. . 3) bldang Perbendaharaan f sebaga1 ‘- Ki;asa BUD



menginmkaﬁ laporan bulanan atas ' feéhéasx
. pengeluaran daerah kepada Bldang Akuntans1 pahng
~ lambat tanggal 10 bulan benkutnya gty

L c. "Bldang ‘Perbendaharaan “dan Kas Daerah wapb' S
-~ melaksanakan entry data ke program aphka31 pengelolaan
‘ keuangan daerah yang d1setu3u1 Bupat1 mehputl v

L & 1) 'reahsas1 pencalran SP2D

2 : penenmaan pendapatan

S 3) ‘penerlmaan pemblayaan
 4) sctoransisaUP; - e
i ‘5)‘ transfer antar bank (depos1to rekemng laln dst)

od ;,Bldang Perbendaharaan - dan Kas | Daerah Wajlb, -
' melaksanakan juga entry data untuk . :

1) penga_]uan SPP dan SPM Non Anggaran ( Potongan Gap o

-~ yangterdiri dari IWP, Taspen PPh 21 dan Askes),
). pembuatan SPQD e u
3) daftar pengu_u SP2D s

| 8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
e (PPK-BLUD) R o EHR

e Penatausahaan Keuangan BLUD § yang dananya berasal dari :
~~ ' APBN, APBD dan dari pendapatan BLUD. . = :

1y »Penatausahaan pelaksanaan dan’ pertanggunglawaban" B

“dana yang bersumber dari APBN/APBD dlberlakukan :

_sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggung]awaban .
©  dana yang ‘bersumber dari- pendapatan BLUD
- diberlakukan - ‘sesuai’ dengan ketentuan yang berlaku S
pada PPK-BLUD. ' S S

o i b Pejabat Pengelola BLUD SKPD

1) pejabat Pengelola BLUD terdln dan Permmpln Pejabat“. : e

~Keuangan dan Pejabat Teknis;

2) pc_;abat Pengelola BLUD dxangkat dan d1bcrhent1kan N

~oleh Bupat1

v : ; 3), ,pemlmpm BLUD bertanggun'awab kepada Bupatl
. melalui Sekretaris Daerah : .

gbertanggung]awab kepada Pemlmpm BLUD.

‘Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah.

  ,:4) ‘pejabat Keuangan dan Pejabat - Teknis s

. g8 'j‘_" c Pemlmpm ‘BLUD SKPD yang berstatus PNS merupakan - i

o d ’Permmpln 'BLUD SKPD yang berstatus Non PNS Pe_)abat' T

 Pengguna Anggaran/ Barang Daerah dljabat oleh pejabat
" pengelola keuangan. | ~

e Pemlmpm BLUD umt kexja merupakan PeJabat Kuasa



Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya |
Pemunpm BLUD wunit kelja yang berstatus Non PNS,

Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah dljabat oleh |
pejabat pengelola keuangan. :

1)

4)

2
S

. Pemunpm BLUD SKPD mempunya1 tugas dan kewajlban ‘
' antara lain sebagai berikut : :

memimpin, mengarahkan membina, mengawasi,

- mengendalikan dan mengevaluas1 penyelenggaraan

kegiatan BLUD;
menyusun Renstra Blsms BLUD
menyiapkan RBA;

,mengusulkan calon PCJabat Pengelola Keuangan dan

 Pejabat Teknis kepada Bupat1 sesuai dengan ketentuan;

5

menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD

. selain pejabat yang telah dltetapkan dengan peraturan

)
2

3)
4)

g

6)

- perundang-undangan; , v |
' 6) menyampaikan dan mempertanggung]awabkan kinerja .
: ‘operas1onal serta keuangan BLUD kepada Bupati; '

. Pemimpin BLUD unit kexja mempunyai tugas dan‘
kewajiban antara lain sebagai berikut :

memimpin, mengarahkan,, membina, mengawasi,

mengendalikan - dan mengevaluatsx - penyelenggaraan
keglatan BLUD; . o

‘menyusun Renstra B1sms BLUD
| menylapkan RBA

mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan
Pejabat Teknis kepada Bupatlv sesuai dengan ketenma}n, -

‘menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD
“selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan'
: perundang—undangan '

menyampaikan dan mempertanggung]awabkan kmelja

~operasional serta keuangan BLUD kepada kepala SKPD;

. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pe_]abat yang memb1dang1 .
' keuangan di BLUD yang mempunya1 tugas dan kewajiban ¢

_1)
2)

3)

4
5
6)

7)

g

mengkoordmamkan penyusunan RBA; -
menylapkan DPA-BLUD; ’ L ‘ |
melakukan pengelolaan pendapatan dan blaya, G

'menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang plutang,

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap
dan investasi; ‘

menyelenggarakan 31stem 1nformas1 manajemen
keuangan; dan : = :

menyelenggarakan akuntanm dan penyusunan “laporan



~ keuangan; BRI N
9) bertanggungiawab melaksanakan’ pengelolaan -
keuangan BLUD. :

Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang melaksanakan ‘

bidang tertentu yang mempunyai tugas dan kewajiban :

1) menyusun perencanaan ‘kegiatan tekms pelayanan ‘
kesehatan : _ ‘

| 2) ' melaksanakan keglatan teknls sesua1 RBA

- 3) 'mempertanggung jawabkan kinerja baik teknis maupun
~ operasional yang berkaitan dengan mutu, standarisasi,
" administrasi, peningkatan kualitas sumber daya
~manusia dan peningkatan sumberdaya lamnya

4), Dalam melaksanakan tugas dan kewapban anbat

- Teknis dapat dibantu oleh . Pejabat/Staf yang

" melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing.

. Dokumen Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD :
(PPK-BLUD)

- Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

ey 1) ,DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdm dari
~ Pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan
. kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan;

2) keputusan Bupati tentang Penun_]ukan Pejabat
‘ Pengelola BLUD; ' :

3) format reglster/ buku penatausahaan PPK-BLUD B
~ disesuaikan dengan format-format yang berlaku pada
BLUD sesuai dengan kebutuhan ,

. Penatausahaan Pendapatan BLUD . -

1) seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari

APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas |

" BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok

- pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan

- asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD
dan dilaporkan kepada PPKD set1ap triwulan;

2) kom1s1, rabat potongan atau pendapatan lain dengan
.. nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai

. uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan,
- tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro
~atau pendapatan lain seperti fee dari bank sebagai
akibat penyimpanan dana pada bank serta pendapatan
~dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan

lainnya merupakan lain- 1a1n pendapatan BLUD yangv
sah ; ‘

- 3) ~se1uruh pendapatan BLUD kecuah yang berasal dan‘
“hibah "‘terikat, dapat - dikelola langsung untuk
; memb1aya1 pengeluaran sesuai RBA; ‘

4) surplus -anggaran BLUD pada akhlr tahun anggaran. |



: 4’d1kelola penuh oleh BLUD sebaga1 blaya operasmnal'
- tahun anggaran berikutnya; |

)

biaya yang melebihi anggaran yang telah dltetapkan )
dalam RBA dan disebabkan oleh kenaikan volume

- pelayanan/kenaikan harga akan dilaporkan sebagai

~ bagian anggaran tahun benkutnya

6) -

piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD sebaga1 bxayav

.~ . operasional BLUD
m Penatausahaan Blaya BLUD

1)

blaya operasmnal mencakup seluruh biaya yang
menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas

~ dan fungs1, o
2) L
- menjadi beban BLUD dalam rangka menunjangf

biaya non operasmnal fnencakup selufuh biaya yang ‘

.~ pelaksanaan tugas dan fung31

3

seluruh pengeluaran biaya yang bcrsumber selam dari
APBD dan APBN disampaikan kepada PPKD setiap

 triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan ' SPM

- Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan -

© Tanggung Jawab (SPTJ) untuk dlterbltkan SP2D

Pengesahan;

BLUD diberikan F]ek31b111ta_s pengelolaan keuanganﬂ_
antara  lain dapat menggunakan seluruh pendapatan -
sesuai RBA tanpa terlebih dahulu dlsetorkan ke

2 Rekening Kas Umum daerah;

‘&

fleksibilitas pengeluaran blaya BLUD hanya berlaku :

untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain
dari APBN/APBD dan hibah tenkat '

BLUD berstatus bertahap tidak dlbenkan ﬂek81b1htas

- . dalam pengelolaan utang, pengelolaan investasi,

f ,

pengadaan barang dan atau jasa;

BLUD berstatus penuh ‘diberikan- ﬂek81b111tas dalam
pengelolaan = keuangan, pengelolaan . barang,

.- pengelolaan - piutang, - - pengelolaan investasi,
- - pengelolaan utang, melakukan kerjasama, pengadaan

barang jasa, pengelolaan pegawal non pegawal ‘negeri
sipil, mengangkat pegawai non pegawal negeri = sipil,
menetapkan sistim - renumerasi, = sistim akuntansi,

- melaksanakan rencana bisnis, melaksanakan standar

pelayanan minimal sesuai peraturan perundangan yang

_berlaku untuk PPK—BLUD
n. Pengelolaan Kas -

R

2)

transaksi penenmaan dan pengeluaran kas yang
dananya diluar APBN/ APBD dllaksanakan melalui
rekening kas BLUD; '

dalam peggelolaan kas, BLUD menyelenggarakan

- a) , perm;:anaan penenmaan dan pengeluaran kas

' b) pemungutan pendapatan atau taglhan



¢) " : penylmpanan kas dan mengclola rekenmg bank

d) pembayaran,

e) perolehan sumber dana untuk menutup deﬁs1t
: jangka pendek; |

N pcmanfaatan surplus kas jangka pendek untuk :

-3

- memperoleh pendapatan tambahan.

BLUD dapat membuka rekemng pada bank umum
untuk  menyimpan dan menampung seluruh-

penerimaan pendapatan dan pembayaran BLUD;
4)
- seluruhnya ke rekening Kas BLUD dan dllaporkan’

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan

kepada pejabat keuangan BLUD

1)

. Pertanggung1awaban Penggunaan Pendapatan BLUD

dalam rangka pertanggung]awaban penggunaan dana
yang bersumber dari Pendapatan BLUD  yang

~ digunakan langsung, BLUD menyampaikan SPM

2

3)

4

pengesahan - kepada’ Dlnas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah; .

penyampaian SPM pengesahan sebaga1mana dlmaksud _

nomor 1), dilakukan setiap triwulan selambat-
lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang
bersangkutan ‘

SPM pengesahan dllampln dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab . (SPTJ) yang d1tandatang1 ~oleh
Pemimpin BLUD ‘ -

berdasarkan SPM  pengesahan, | Kepala DPPKD

~ menerbitkan SP2D pengesahan: penggunaan - dana

pendapatan BLUD sebagau , dasar pencatatan
penerimaan dan pengeluaran - .

. Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD.

1)
2)
3

laporan Pendapatan BLUD (Format BLUD )
surat Pernyataan Tanggun.awab (Format BLUD)‘,
laporan Pengeluaran B1aya BLUD (Format BLUD).

. Pengaturan tentang Akuntan31 BLUD.

1)
,.2)
3)

4)

peIaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BLUD;

realisasi Pendapatan dan b1aya operasional - BLUD,_ :
- dilaporkan setiap bulan kepada PPKD dan laporan"
- setiap triwulan dlsahkan oleh PPKD;

setiap triwulan BLUD menyusun dan mcnyampalkanf |

Laporan operasional dan ‘laporan arus kas kepada

PPKD paling lambat 10 hari setelah periode pelaporan;
set1ap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun

. dan menyampalkan laporan | keuangan lengkap yang



o terdln dan laporan operasmnal neraca, laporan arus

- kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan . -~
. kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam
- laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 15

~ hari setelah periode pelaporan- semester berakhir dan

30 hari setelah periode laporan tahunan berakhir;

i  " 5) laporan bulanan trlwulan, semesteran dan: tahunan e

. agar d1konvers1 sesuai dengan struktur APBD
. Pengaturan tentang Kezjasama Operasmnal

Pemlmpm BLUD “dapat . melakukan perjanjlan' |
~ kerjasama  dengan - pihak ketiga - dalam rangka
pelayanan kesehatan pendldlkan, “dan lain lain

‘berdasarkan prinsip efeknfitas dan CfiSICnSl sesuai. o

L peraturan perundangan yang berlaku , ,
. “Pengaturan tentang Rekrultmen pegawai | BLUD Non PNS

o Pem1mp1n BLUD dapat melakukan rekrultmen Pegawai

. BLUD Non PNS sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak S

. “kerja perorangan- dengan prinsip efektivitas dan eﬁsmns;
- pelayanan yang dibiayai dengan dana BLUD sesuau dengan R e
~ peraturan yang berlaku. LS gy

o Pengaturan tentang tanf Layanan BLUD

A ; ‘«;) 'BLUD dapat memungut ‘biaya kepada masyarakat! o

.- - sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan
- yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas = ,
' dasar. perhitungan biaya. satuan per unit layanan atau

has11 per investasi dana

- 2) tarlf layanan BLUD tersebut termasuk 1mbalan atas
- hasil yang wajar dari investasi dana dan ‘untuk -
' menutup seluruh atau sebaglan darl bxaya per unlt :
“layanan; e o ~

o ~3);, tarif layanan BLUD dlusulkan oleh pemlmpln BLUD;' -

kepada Bupat1 melalui Sekretans Daerah

4)',Peraturan Bupat1 mengena1 tarif layanan BLUD dapat’ ‘

. dilakukan perubahan secara keseluruhan ; maupun per o

i e ~unit layanan kebutuhan dan perkembangan keadaan
. »Pengaturan tentang Flek81b111tas Pengeluaran '

- 1) pengeluaran. biaya BLUD- diberikan ﬂek51b111tas dengan'

-~ mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan,

2) fleksibilitas - pengeluaran - biaya BLUD sebagallmana‘, .

~dimaksud pada huruf a, merupakan pengeluaran biaya

i,‘yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan -
- pendapatan ‘dalam ambang batas RBA yang telah
s dltetapkan secara definitif;. v S

: 3) rﬂekSlb;htas pengeluaran b1aya BLUD sebagalmana' '
* huruf a, hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal

 dari pendapatan selam dan APBN/APBD dan hibah L

e Qtenkat | I , ‘ ‘
- 4) dalam hal teqadl kekurangan anggaran, Permmpm:/’



ot < BLUD menga_]ukan usulan tambahan anggaran dan,;‘ .
~ APBD kepada Bupati melalui Sekretans Daerah sesuai i
‘ ‘dengan mekamsme APBD AR :

:'5)_' pemimpin ‘BLUD melaporkan pengeluaran blaya BLUD}

- yang meleb1h1 plafon anggaran dalam RBA kepada .

e «Bupa’a V ,
V. ‘Pengaturan tentang rekenmg Bank ‘ ,
' BLUD dapat membuka rekening pada Bank Umum untuk'

‘menylm,pan dan menampung - seluruh penenmaan‘ AT

pendapatan dan pengeluaran BLUD

o W.'Pergeseran RBA—BLUD

. 1) 5 permmpln BLUD dapat melakukan pergeseran an ggaran‘ - o
- antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam
- rangka peningkatan kapasitas' dan mutu layanan =

,‘ - " dengan melaporkan hal tersebut kcpada Sekrctans‘-
, ,riDaerah e _ ‘

‘2) : pergescran anggaran | tersebut ' terbatas padaf foag

fpengeluaran b1aya yang bersumber dari Jasa layanan»
- BLUD;- « , \

: 3) pergeseran hanya dlperkenankan dalam satu jEI‘llS
belanja. ‘

L = x Peugaturan tentang Bendahara BLUD

~‘BLUD dapat menunjuk dan menetapkan bendaharalf “

}\ S pengeluaran untuk masing-masirig sumber biaya yang
. berasal dari APBN / APBD dan yang berasal dari pendapatan 7
- pelayanan BLUD

‘ y. Pengaturan tcntang Remunera31 BLUD
 BLUD dapat mengajukan usulan remunera31 bagi pejabat

pengelola BLUD, Badan Pengawas dan chawal BLUD N

- kepada Bupatl ‘dengan berpedoman pada peraturan 2
i »perundangan yang berlaku S R S '

§ Pengatllran chlh Lanjut.

" Ketentuan - lebih Ian_jut secara rinci  mengenai

penatausahaan . pengelolaan keuangan dlmasmg-masmg i

- BLUD ditetapkan oleh Pem1mp1n BLUDb :
9 Penggeseran Anggaran : : ; e :
' a penggeseran anggaran sedapat mungkm d1h1ndar1 untuk -

- mewujudkan konsmtensx perencanaan anggaran dan DR

pelaksanaannya. : , |
~ b. penggeseran antar rincian obyek belan_]a dalam obyek ,

- belanja berkenaan dapat - dilakukan = atas_ persetujuan T
~ Kepala Dlnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

i ~Daerah’ selaku PPKD.

i C. penggeseran antar obyek belanja dalam jenis - belanjav
. dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku
SR jkoordmator pengelola keuangan daerah S :



d.

~ penjabaran APBD sebagai  dasar ‘pelaksanaan, untuk =
~selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan

penggeseran anggaran dlmaksud huruf b dan ¢ dllakukan '
~dengan  cara mengubah Peraturan ~Bupati - tentang

- daerah tentang perubahan APBD..

.. tata cara penggeseran belanja antar rincian - obyek belanja
dalam obyek belanja berkenaan dan penggeseran antar

obyek belanja dalam jenis belan_]a berkenaan diatur sebagai
berikut: '

1) Kepala '; SKPD mengajukan : permohon.an-‘ “untuk

melakukan penggeseran anggaran disertai dengan
alasan yang dapat. dlpertanggung]awabkan kepada' '
-Sekretaris Daerah; -

2) penggeseran antar rincian obyek belanJa dalam obyek‘

belanja berkenaan dapat dllakukan atas persetujuan
,Kepala DPPKAD;

3) penggeseran antar obyek belanJa dalam jenis belanja

berkenaan dllakukan atas persetujuan Sekretans
Daerah o

4) penggeseran anggaran sebagalmana dunaksud padaﬂ
angka (2) dan (3) dilakukan dengan cara mengubah

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan -

. dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan
: APBD ’ ; : R

. penggeseran anggaran antar umt : orgamsam, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan
cara merubah peraturan daerah tentang APBD; ' :

penggeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah
peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan;

' tata cara penggeseran antar unit orgamsaSI, antar keglatan

dan antar jenis belanja sebagai berikut

1) kepala SKPD mengajukan permohonan penggeseran o
. anggaran  kepada Bupati melalui TAPD;

2) TAPD mengkaji permohonan penggeseran tersebut yang .

,selanjutnya merekomenda&kan kepada Bupati;-

‘3) berdasarkan rekomendasi dari TAPD Bupati

mengajukan permohonan penggeseran kepada DPRD
-untuk memperoleh persetujuan pimpinan . DPRD
tentang penggeseran anggaran mendahu1u1 Perubahan
APBD; »

'4)  berdasarkan persetq]uan plmplnan DPRD dlmaksud,

Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati
tentang . Penjabaran APBD  untuk selanjutnya
: dltuangkan dalam . Rancangan Peraturan Daerah ‘
tentang Perubahan APBD. ‘



o IV / TATA CARA PEMBERIAN/PENYALURAN DAN PERTANGGUNG—,, R
'JAWABAN  BELANJA BAGI HASIL DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN/ DESA SERTA ¥

- BELANJA TAK TERDUGA

A Belanja Bag1 Has11 Pendapatan PaJak Daerah / Retnbu51 Daerah"- i
S Kepada Desa- - =

Belanja bagl hasﬂ pendapatan paJak daerah/ retmbus1 daerah_ -

 kepada desa merupakan bagian dari bag1 hasil pendapatan pajak N
. daerah/retribusi daerah yang. d1kemballkan kepada desa sesual_';?

et dengan ketcntuan perundang—undangan

Mekanisme Pencmran Dana. Bag1 Hasﬂ Pa_]ak/ Retnbu31 Kepada

" Pemerintah Desa:

1L

berdasarkan DPA yang telah d1sahkan, Bag1an Pemenntahan
Desa dan Kelurahan Sekretariat = Daerah menyiapkan i
'Keputusan Bupati tentang Bagi Hasﬂ Pajak/ Retnbum dengan o '

& ~ tembusan kepada Kepala DPPKAD

Kepala Bag1an Pemenntahan Desa dan Kelurahan Sekretanat':

“Daerah membuat ajuan untuk pencalran dana berdasarkan
;reahsasx pendapatan Pajak/ Retribusi ~yang telah ~masuk

. rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karanganyar kepada -
‘Bupati dengan tembusan Kepala Dlnas ‘Pendapatan]?’”
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; :

. Kepala Dinas. Pendapatan Pengelolaan Keua.ngan dan Aset e
‘Daerah mengkaji dan meneliti kelengkapan admlnlstraslv
- sebagai persyaratan sahnya permohonarn pencairan dana dan
~selanjutnya diproses sesua1 ketentuan perundang—undangani i
yang berlaku : , : e

. Kepala Dlnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset} i
Daerah menyalurkan dana ‘bagi  hasil pendapatan -

- pajak/retribusi daerah melalui Bagian. Pemenntahan Desadan
. Kelurahan Setda  Kabupaten - Karanganyar selanjutnya

‘melakuka.n transfer ke Rekenlng masmg—masmg Desa ;

'.tersebut

B Belanja Bantuan Keuangan (

1

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/ Pemenntah Desa -
Bantuan Keuanga:n mempakan “salah satu ‘bentuk

“instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah
~ daerah dengan ‘pemerintah desa yang ‘didasarkan < pada -

L pertlmbangan untuk mengatas1 kesenjangan sosial,
- membantu pelaksanaan urusan pemenntahan desa yang tidak =
- tersedia = alokasi dananya sesuai - kemampuan keuangan; :
~daerah, baik untuk kepentlngan yang bers1fat umum maupun 2
o yang bersﬁ'at khusus - - . ‘

Bantuan yang bersn’at umum dlperuntukkan dan ‘, o
“penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemenntah UM SR

. ’Daerah / Pemenntah Desa penerima bantuan.

Bantuan yang berSIfat khusus ' peruntukan ~ dany.' -



o penggunaannya dlarahkan/ dltetapkan » cﬂéh : Pemenntah 2y
- Daerah pemberl bantuan ~serta dapat mensyaratkan -
' penyediaan dana - pendamplng dalam APBD atau anggaran'jf SR

o pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

-~ Bantuan Keuangan dlsalurkan langsung ke rekenmg Kas'
' Daerah/rekening = Kas  Desa  dan penggunaannnya

dlanggarkan dllaksanakan dan dlpertanggun g Jawabkan SN

- sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. -

‘Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa‘ i

;‘ ; merupakan bantuan dalam rangka pemerataan pembangunan

S " dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa yang -
" meliputi Dana - Alokasi Dana - Desa (ADD), Bantuan =
- Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tambahan.

; ~Penghasilan Tetap serta bantuan, keuangan lamnya »
i Mekamsme penyaluran dan pertanggung]awaban '

. a. semua bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada“
desa disalurkan melalui Kas Umum Daerah dan harus
* masuk dalam rekening Pemenntah Desa dan dltuangkanf
] ‘dalam APBDesa,‘ S :

| b Persyaratan dan mekanlsme pencalran dana

- 1) -persyaratan dan mekamsme pencmran dana ADD o

© . - diatur dalam Peraturan Bupat1 tersendiri;

. 2) 'persyaratan dan mekamsme penyerahan bantuan‘f |

. kesejahteraan - kepala desa dan perangkat desa, - s
- tambahan penghasﬂan tetap dan lalnnya dlatur leblh o

R lanJut dengan Peraturan Bupatl

e 3) ‘persyaratan = dan mekanisme pencalran bantuan
;i /keuangan lalnnya, sebagal benkut LI
: -a) Surat permohonan pencmran Kepada Bupatl

Sy d11a1np1r1 Nomor Rekemng atas. nama Pemermtah ‘
- Desa; : S :

- b Berita. Acara dan kwitansi berméterai YcukUpz'_; i

i rangkap 4 (empat) lembar

s c) ; Rencana Anggaran' Blaya _]adwal dan lokasr L

R ,keglatan 7 -
4 Bupat1 atau PeJabat yang dltunjuk secara berkala

,melakukan monitoring “dan evaluasi dalam  rangka o

g pengendahan dana bantuan keuangan kepada desa,

Sl e 5) A‘Kepala Desa ‘wajib menyampaikan laporan penggunaan :
: dana bantuan kcuangan berdasarkan ketentuan yang,
- berlaku.. ' : s S :

2 Bantuan Keuangan kepada Parta1 P011t1k

Mckamsme Penyaluran dan Pertanggung]awaban Bantuan

kepada Partai Politik : L , ,
a. pcnyerahan bantuan keuangan kepada partaL« pohtlk

BN

dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten |

Karanganyar atas nama Bupatl kepada Ketua dan"’.



"dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya
_dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/. -

~keputusan dan dalam waktu palmg 1ama 1 (satu) bulan _
d1ber1tahukan kepada DPRD ’

- 3) . atas - dasar =~ persetujuan/ Keputusan Bupati Dinas

'Pendapatan ~Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
menyiapkan kelengkapan administrasi untuk mereahsa31kan
dana bencana alam dan atau bencana sosial;

4) persyaratan untuk pencairan dana :

: ‘fa) Surat Permohonan : Pencalran Dana Badan
o Penanggulangan Bencana atau SKPD terkait bencana;
b) Berita Acara dan kw1tans1 bermatera1 cukup rangkap 4
‘ ~ (empat) lembar; :
: c) Surat Pernyataan Bencana Alam dar1 Bupat1

5) vpertanggungjawaban penggunaan bantuan : _
. Kepala SKPD- dan/atau BPBD bertanggun.awab atas

- penggunaan . dana - tersebut dan wajib menyampaikan - . '

laporan reahsas1 penggunaannya kepada Bupati dan atau ke

-SKPD yang ditunjuk selaku . koordmator penanganan o

bantuan bencana tersebut

| 6) pengembahan atas - kelebihan penenmaan daerah tahunv

sebelumnya yang telah d1tutup,

2. Adapun persyaratan untuk penankan keleblhan setor dan Kas
Daerah :

‘a.
- SKPD kepada Bupati, dengan d11amp1n tanda bukti setoran yang
~ lengkap dan sah ; -

surat permohonan penankan dana kelebihan setor dari Kepala

berdasarkan surat permohonan tersebut selanjutnya Inspektorat
melakukan- pemenksaan terhadap kebenaran kelebihan setor
tersebut; .

surat persetujuan dari Bupati atas penarikan keleblhan setor

* tersebut yang berupa Surat Keputusan Bupatl

atas dasar Surat Keputusan Bupati tersebut Bendahara
Pengeluaran -PPKD membayar sejumlah dana penarikan

kelebihan setor yang dilengkapi dengan kwitansi bermaterai

cukup dan Berlta Acara dengan rangkap 4 (empat) lembar,

pengembalian® dana kelebihan setor dibebankan pada
Belan_]a tak terduga . v

V PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD
Al Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKPD.

‘pelaksanaan pengadaan - barang/jasa berpedoman pada
Peraturan Pre31den Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
. 'Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa .
- kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah danv
Peraturan perundangan yang lain: ’
1, Dalam pengadaan barang dan Jasa “hendaknya selalu
- memperhatikan ketentuan -yang berlaku khususnya dalam




menganggarkan pengadaan barang "dan jasa yang nilai |

- manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam =
~ melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, -
" termasuk barang yang akan dlserahkan atau dl_]ual kepada

masyarakat atau fihak ketiga.
. Penganggaran yang masuk kelompok barang dan jasa
dimaksud pada nomor 1 meliputi beIan_]a barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,perawatan -
~ kendaraan ‘bermotor,  cetak/ penggandaan, sewa.
- rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa -
" alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
- perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,
- pemeliharaan, jasa konsultansi, = lain-lain pengadaan.
- barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk dlserahkan atau dijual =
kepada masyarakat atau pihak ketiga. ,
. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat
paket keglatan/ pekerjaan dalam rencana umum pengadaanﬁ
barang/ j jasa kegiatan dan anggaran;

. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar '

- mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa

dimasing-masing - SKPD secara térbuka dalam papan
- pengumuman resmi maupun di website; E
. 'setiap SKPD agar menentukan paket—paket pekerjaan yang
- pelaksanaan- pengadaan barang/jasanya dilakukan oleh
kelompok kerja ULP secara electronik (E—Procurement) melalui
LPSE; : .
. setiap SKPD agar menun_juk Pe_]abat Pengadaan dan PeJabat/ =
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; = .
. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/ jasa wajib
menetapkan kelompok kerja ULP untuk:
.a. Pengadaan Barang/ pekerjaan konstruks1/ Jasa 1amnya"
dengan nilai diatas Rp 200 OOO 000, 00 (dua ratus juta
- rupiah); ,
- b. Pengadaan - Jasa konsultans1 dengan nilai- dlatas
~ Rp 50 000.000,00 (hma puluh jutarupiah). = -

_.'tUgas Pokok dan Kewenangan ULP/ Pejabat Pengadaan
meliputi:
menyusun rencana pemlhhan penyedla barang/ Jasa,
menetapkan dokumen Pengadaan;
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
mengumumkan pelaksanaan barang/j jasa - di website
(www.lpsekaranganyar.go.id) dan “papan pengumuman
‘resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE
- untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
e. menilai  kualifikasi penyedia barang/jasa mela1u1
' Prakualifikasi , : ‘ L o
atau Pascakualifikasi; g
f, melakukan evaluasi. admmlstram, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk L '

ae 9"9’


http://www.lpsekaranganyar.go.id

g. Khusus untuk ULP ’I‘ugas dan Kewenangan juga:
.1) menjawab sanggahan; :
2) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

, _kb)

d)

- pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket .

. pengadaan  barang/pekerjaan = kontruksi/jasa

- lainnya = yang - bernilai paling ~ tinggi - Rp
-100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); a
- seleksi atau ‘penunjukan langsung untuk paket -

“ pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling

tinggi sebesar Rp - 10. OOO OOO 000,00 (sepuluh
“milyar rupiah); : 3
menyerahkan  salinan dokumen pemlllhaﬁ ‘
: 'penyedla barang/ jasa: kepada PPK; :

- menyimpan dokumen asli pemilihan penyedla
" barang/jasa. :

h. Khusus Pejabat Pengadaan mempunya1 tugas :
‘1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

A

penunjukan langsung atau pengadaan langsung

~untuk - paket pengadaan  barang/pekerjaan
- konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b

penunjukan langsung atau pengadaan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp 50. 000 000,00 (hma puluh
juta rupiah).

R Pengadaan langsung  dapat dilakukan

terhadap = pengadaan - barang/pekerjaan |

- konstruksi/ ja‘sa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta ruplah) dengan ketentuan sebaga1
berikut: -

(a) rnerupakan kebutuhan operasional SKPD;
- (b) menggunakan teknologi sederhana; '
~(c) mempunyai resiko kecil dan/atau;
(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
usaha orang/perorangan dan/atau badan

usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali

untuk paket - pekerjaan yang menurut
kompetensi - teknis yang tidak dapat

dipenuhi oleh usaha mlkro, usaha kecﬂ B

“dan koperasi kecil.

(2) Penunjukan langsung atau Pengadaan '

- langsung dilaksanakan berdasarkan harga
- yang berlaku dipasar kepada penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

(3) Penunjukan langsung atau Pengadaan

~ langsung dllaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
~-Pengadaan.

(4) ~ PA/KPA d11arang menggunakan metode

penunjukan langsung atau pengadaan
langsung sebagai alasan untuk memecah
‘paket pengadaan menjadi beberapa paket
dengan  maksud = untuk  menghindari
pelengan. - S . '



(5) Untuk ‘ pe’ngadaan” _ barang/ peker_]aan

- konstruksx/ jasa lainnya dengan nilai diatas

~ Rp 50.000.000,00 ({lima puluh juta) sampai

- - .dengan Rp QO0.000.000,00 (dua ratus juta) .

-~ dan untuk jasa konsultansi dengan nilai.

. diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) -

- .sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh
~ juta) dengan SPK atau kontrak.

2) menyampalkan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen -

~ Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3) menyerahkan - dokumen . asli - pemlhhan penyedia

barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna F. |

- Anggaran. _ ,
4) membuat laporan mengenal proses dan hasil pengadaan E
- barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna -
' Anggaran; '
et mcmbenkan pertanggun.awaban atas pelaksanaan keglatan
- pengadaan ~ barang/j jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa
-~ Pengguna Anggaran. .
9 ‘Surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam rangka pengadaan ‘
- barang/jasa adalah sebagai berikut : ,
~a. Untuk pembehan/ pengadaan barang/ Jasa dengan nilai
" nominal sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta ruplah),
- surat pertanggungjawabannya berupa : - ‘
1) nota pembelian yang = ditandatangani oleh
PA/KPA/PPK,PPTK,Bendahara ~ Pengeluaran/
" . Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun oleh
o Pengurus barang/ Penylmpan Barang SKPD.
 2) untuk belanja makan dan minum, belanja bahan bakar
minyak, fotocopy, sewa kendaraan, sewa gedung/hotel,
- sewa perlengkapan lainnya, pemasangan iklan/baliho,
spanduk surat pertanggungjawabannya nota tanpa
o tanda tangan pengurus barang/penyimpan barang.
~ b. pembehan/ pengadaan ‘barang, pekerjaan konstruksi dan
.jasa lainnya ~dengan = = nilai nominal  diatas
Rp 5.000.000,00 (hma juta rupiah) sampai dengan :
Rp '15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) surat

,pertanggung]awabannya yaitu berupa kwitansi bermaterai <

cukup yang dilampiri nota - pembelian/pengadaan
barang/jasa dan ditandatangani oleh PA/KPA/PPK, PPTK,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara = = Pengeluaran
- Pembantu, penerima uang (penyedia barang/ jasa) maupun
oleh Pengurus barang/Penyimpan Barang SKPD, serta

Berita Acara Penerimaan/pemeriksaan Barang/ Jasa oleh |

' Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pengadaan.

c. untuk pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai

‘nominal diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
~ sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan untuk jasa konsultansi dengan nilai nominal sampai
dengan Rp - .50.000.000, 00 . (hma puluh Juta) surat
 pertanggung Jawaban (SPJ) :
1) surat pemberitahuan dari. PP’I‘K kepada Pengguna
‘Anggaran/Kuasa Pengguna = Anggaran - tentang
-~ pengadaan barang/jasa melalui PPK-SKPD; -~



2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku
Pejabat - Pembuat - Komitmen tentang pengadaan
barang/jasa  membuat surat' , perintah - tentang

_ pengadaan barang/jasa; - E
~ 3)  berdasarkan surat penntah tersebut Pejabat Kom1tmen -

memberitahukan “kepada PeJabat Pengadaan untuk o

-~ melakukan survey;

~ 4) berdasarkan hasil survey PeJabat Pengadaan membuat
surat pemberitahuan kepada - penyed1a barang/ jasa

untuk membuat surat penawaran;
- 5) pemasukan- surat penawaran kurang leblh selama 3
. (tiga) hari;- 5
'6). Pejabat Pengadaan mengadakan evaluas1 tekms dan
- harga terhadap penawaran yang masuk dan klarifikasi
. serta. negosiasi dengan membuat berita acara dan

penyusunanr Berita Acara Hasﬂ Pengadaan Langsung N

(BAHPL);
7) Pejabat Pengadaan - menetapkan dan mcngumumkan ,
-~ 'penyedia jasa yang menang dan memenuh1 persyaratan :
~ yang telah ditetapkan,;
© 8) Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada PeJabat
Pembuat Komitmen untuk menerbltkan SPPBJ (Surat v
- Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
9) Pejabat Pembuat komltmen menerbltkan SPK berdasar
SPPBJ; '
10) berita acara penerlmaan/ pemenksaan barang/ jasa
atau jasa konsultans1 oleh Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan;

: " 11) PPK-SKPD melaporkan, »kepada Pengguna o |

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan

‘Berita Acara - Hasil = Pemeriksaan/Penerimaan

barang/jasa dari Pejabat Penerima hasil pekerjaan,
berita acara = penerimaan - barang/jasa - oleh
Penyimpan/pengurus barang milik daerah untuk
selanjutnya dlcatat dalam buku mventans barang
daerah. '
.d. untuk pembelian/ pengadaan barang, pekerjaan konstruks1

‘dan jasa lainnya dengan nilai nominal Rp 200.000.000,00

~(dua ratus juta rupiah) keatas dan untuk jasa konsultansi -
dengan nilai nominal Rp 50,000.000,00 (lima puluh juta)
keatas, surat pertanggungjawaban (SPJ) berupa Surat-
- Perjanjian/ Kontrak dilengkapi kwitansi bermaterai cukup
- serta ditandatangani oleh PA/KPA/PPK, PPTK, Bendahara
 Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun
- oleh Pengurus barang/ Penyimpan Barang SKPD, serta

bukti administrasi lain yang lengkap dan sah serta Berita =

Acara Penerimaan Barang/Jasa oleh Panitia Penerima Hasil

- Pekerjaan sesuai dengan: ketentuan yang sudah diatur -
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta, .

. perubahannya. -
10.Pengadaan barang/jasa BLUD berpedoman pada ketentuan _
pengadaan barang/jasa yang dltetapkan oleh Pemlmpm BLUD
dan dlsetu_)ul oleh Bupati; .



e ‘}7 11 Ketentuan pengadaan barang/ _]aSa yang d1tetapkan pemlmpm’ =

"BLUD dimaksud harus ~dapat

menjamm ketersediaan
barang/ Jasa yang lebih bermutu

kelancaran pelayanan BLUD:;

12. Pengadaan barang/jasa. yang dananya berasal dan hlbah‘ .

'13.Pengadaan barang/_lasa BLUD dilakukan cleh Pejabat R

" terikat, dapat dilakukan dengan mengikuti - ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan

‘barang/jasa yang berlaku ~bagi BLUD sepanjang dlsetujm
~ pemberi hibah;

“ Pengadaan yang dlbentuk oleh Pemunpm BLUD

B BELANJA PERJALANAN DINAS

1.

Belanja peljalanan dmas d1ber1kan berdasarkan Surat;

Perintah dari Pejabat yang terkait dan dilengkapi dengan =~

Surat Permtah Perjalanan Dinas Pejabat yang bersangkutan

. Bentuk  surat pertanggung jawaban untuk’ keglatan", Sa

o peqalanan dinas meliputi: surat permtah undangan (iika
- ‘ada), SPPD, - daftar penerimaan uang ' perjalanan - dmas,
' kwitansi/nota hotel (jika menginap dan dibayarkan sesuai
_dengan kwitansi hotel ), tiket bus/ tiket kereta api/ tiket kapal

laut/ tiket pesawat udara. Khusus bagi perjalanan dinas luar - S

- ~propinsi/ luar negeri : boarding pass (untuk moda transportasi

‘pesawat udara), nota bensin (jika menggunakan kendaraan
" dinas atau kendaraan _pribadi), printout bukti- pembayaran -

taksi/tiket kendaraan umum atau nota sewa kendaraan untuk M

: transporta81 lokal

C SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

1

Entltas pelaporan dan entitas akuntans1 menyelenggarakan :

. 31stem akuntan51 pemenntahan daerah.

2.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah mehputl serangkalan o

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

‘pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam ‘

- rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat -
dilakukan secara manual atau menggunakan aphkas1

;komputer

Proses s1stem akuntan31 ‘ pemermtahan daerah

didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buky besar,

‘dan apabﬂa dlperlukan dltambah dengan buku besar'

pembantu.

Dalam rangka pertanggun.awaban pelaksanaan APBD :
S entltas pelaporan menyusun laporan keuangan yang mehputl o

‘. Laporan ReahsaSlAnggaran, e

b Neraca,:

c. LaporanArusKas, S e

lebih ‘murah; proses"[»': :
 pengadaan yang sederhana dan cepat serta . mudah

- menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukungf .



8.

d Catatan atas Laporan Keuangan

. Entltas akuntansi menyusun laporan keuangan yang mehpuu s

a. Laporan Reahsas1 Anggaran
b. Neraca; dan :

" ¢. Catatan atas Laporan Keuangan

. Sistem akuntansi pemenntahan daerah sekurang—kurangnya o
meliputi: S

a. prosedur akuntans1 penenmaan kas,

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas,
C. prosedur akuntansi aset tetap / barang milik daerah; dan

d. prosedur akuntans1 selain kas.

. Sistem  akuntansi pemenntahan  daerah  sebagaimana "

dimaksud pada nomor (6) disusun dengan berpedoman pada -

prinsip pengendalian’ intern sesuai dengan peraturan |

pemenntah yang mengatur tentang pengendalian internal dan
peraturan pemermtah tentang . _standar akuntanSi :
pemerintahan. -

Sistem akuntans1 pemenntahan daerah dllaksanakan oleh,

~ PPKD.

.9,

Sistem akuntan51 SKPD dllaksanakan oleh PPK-SKPD.

10.PPK-SKPD  sebagaimana ~ dimaksud pada nomor (9)

mengkoord1nas1kan pelaksanaan sistem dan prosedur
penatausahaan bendahara penenmaan dan bendahara
pengeluaran : - :

11.Sistem . dan prosedur tentang akuntan51 keuangan dan

pelaporan  pertanggungjawaban keuangan pemerintahan
daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

VL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A Laporan Rea]1sas1 Triwulanan

R

-PPK-SKPD menyampaikan Laporan Reahsa51 anulanan -
“Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD kepada Pengguna

Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan laporan

" realisasi triwulanan kepada Kepala - Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagai
bahan penyusunan laporan realisasi semesteran paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah tnwulanan

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan ‘dan Aset
Daerah selaku PPKD menyusun laporan realisasi triwulanan
dengan cara menggabungkan seluruh laporan triwulanan
anggaran - Pendapatan dan Belanja SKPD pahng lambat

rmnggu kedua bulan terakhlr penyampman laporan



. thulanan berkenaan dan dlsampalkan kepada Sekrebans s

. Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.

Laporan reahsa31 triwulanan dlsampalkan kepada Bupat1
paling lambat minggu ketiga bulan  terakhir penyampaian
laporan triwulanan bcrkenaan sesua1 dengan Format C-22.

B. Laporan Reahsam Semester Pertama -

1.

PPK-SKPD menyiapkan Laporan Realisasi Semester pertama o

anggaran pendapatan dan  belanja SKPD disertai dengan

- Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran

berkenaan  berakhir  disampaikan kepada Pengguna
" Anggaran/ Pengguna Barang untuk ditetapkan sebaga1 laporan
- realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja

SKPD. - : : o
. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyampaikan laporan ’

realisasi semester pertama kepada Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar
penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama

tahun anggaran berkenaan - berakhir, tembusan laporan

realisasi semester pertama dikirimkan - kepada Inspektorat

Kabupaten Karanganyar. 7
. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD

- dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD

" paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran

berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku

koordinator pengelolaan keuangan daerah..
. Laporan realisasi semester pertama APBD ,dan prognosis

untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Bupati

. paling lambat minggu ketiga bulan- Juli tahun .anggaran

pahng lambat akhir bulan Juli’ tahun anggaran berkenaan

berkenaan - untuk ditetapkan . sebaga1 laporan’ realisasi

semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya. - .

Laporan . realisasi- semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan benkutnya dlsampmkan kepada DPRD

_ sesuai dengan Format C-16.

. C. Laporan Tahunan

1.

 Anggaran/ Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai

PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun

anggaran berkenaan dan chsampalkgy kepada Pengguna

laporan pertanggung]awaban pelaksanaan anggargn SKPD.

. Pengguqa Anggax;em/ Pengguna Barang menyampaikan
~ Laporan Keuangan, SEPD kepada Bupati melalui DPPKAD
'pahng lambat 1 (sagefﬁulan setelah tahun anggaran berakhir

e e e




- v d11amp1r1 dengan Surat 'Pernyataan Pengguna |
_ Anggaran/Pengguna Barang bahwa pengelolaan APBD yang

menjadi tanggun'awabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem - pengendalian intern yang memadai dan standar
akuntansi pemenntahan (Format PPK—ZO)

o Laporan Keuangan SKPD tcrdln dan

a. laporan reahsa31 anggaran (Format PPK-17),

o b. neraca (Format PPK-J. 8); v
- _c. catatan atas laporan keuangan (Format PPK—19)

. Bidang Akuntansi DPPKAD  menyusun laporan keuangan
~ pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-

laporan keuangan SKPD dan SKPKD paling lambat 3 (tlga)

-~ bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

. Laporan keuangan pemermtah daerah d1sampa1kan kepada
-~ Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator
- pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhl

pertanggung]awaban pelaksanaan APBD.

. Laporan keuangan Pemerlntah Daerah terdm dari:

a. Laporan Reahsa31 Anggaran (Format C-17);

b. Neraca (Format C- 18), |

c. Laporan arus kas (Format C- 19), ‘

d. Catatan atas laporan keuangan (Format C-20);

7. Laporan keuangan Pemermtah Daerah disusun dan d1sa_11kan
. sesuai dengan peraturan pemermtah yang mengatur tentang

standar aktmtans1 pemenntahan serta d11amp1r1 dengan
ikhtisar : .

realisasi kmerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik
' Daerah/ Perusahaan Daerah. : ’

. ALaporan ikhtisar realisasi kmelja dlsuSun dari rmgkasan B
~ laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan'
~kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

. 'Penyusunan laporan kinerja - interim berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai o

laporan kinerja interim di hngkungan pemermtah daerah.

© 10.Laporan Keuangan pemermtah daerah dilampiri dengan surat .
' pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang -

menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan

- peraturan perundang—undangan setelah ~ di-review oleh,

Inspektorat Kabupaten Karanganyar,

11. Laporan Keuangan dlsampalkan oleh Bupati kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan
paling lama 3 (tlga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

~12.Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK diselesaikan
selambatlambatnya 2 (dua): bulan setelah. menenma laporan}_

- keuangan dan Pemerintah Daerah




B et

13 Bupau ?membenkan tanggapan dan melakukan penyesuman
terhadap laporan keuangan pemerintah: daerah berdasarkan
- hasil pemenksaan BPK. : .

#

D. Pertanggung;awaban Pelaksanaan APBD.

1. Bupati menya;ﬂunﬁ_palkan Rancangan Peraturan Daerah tentang.,
Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBD pada DPRD paling
lambat 6 (cnam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD memuat Laporan Keuangan yang meliputi
Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
‘Catatan' atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan
Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar
‘Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Pemsahaan i

- Daerah.

: _pabxla sﬁnpm batas. waktu 2 (dua) bulan setelah o
penyampaian laporan keuangan BPK belum menyampaikan.
~ “hasil . pemeriksaan,  Bupati menyampaikan Rancangan =~

" Peraturan  Daerah tentang Pertanggung;awaban Pelaksanaan

~APBD kepada DPRD.

TR 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung]awaban .
~ Pelaksanaan APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati
o tentang Penjabaran Pertanggung;awaban Pelaksanaan APBD

3 . 5. Rancangan Peraturan Bupa.tx dﬂengkapl dengan lampxran
ﬁ? a. Rlngkasan Laporan. Realisasi Anggaran '

,.».b : Pen;abaran Laporan Reahsas1 Anggaran




o 13 Bupatl memberlkan tanggapan dan melakukan penyesualan :
‘ terhadap laporan- keuangan pemenntah daerah berdasarkan
has1l pemenksaan BPK, o S

D Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBD

1. «Bupatl ‘menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang } g
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada DPRD palmg R
- lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhlr R e

o 'Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung]awaban‘,_f "
. Pelaksanaan APBD memuat Laporan Keuangan yang meliputi =
-~ Laporan reahsa51 ‘Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
© . Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan =
. Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Chl
i Laporan Keuangan Badan Usaha M111k Daerah/ Perusahaan S
s Apablla sampa1 batas waktu 2 (dua) bulan setelah
L T penyampaian laporan ‘keuangan BPK belum menyampaikan
- hasil  pemeriksaan, Bupati menyampalkan ‘Rancangan
. Peraturan Daerah tentang Pertanggung]awaban Pelaksanaan
~ APBD kepada DPRD. S :

4 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung]awaban i
- Pelaksanaan APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupatl T
-tentang Panabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

: 5 Rancangan Peraturan Bupatl dllengkap1 dengan lamplran , 3 S
a ngkasan Laporan Reahsa31 Anggaran : S
b, Penjabaran Laporan Reahsam Anggaran

SR o 'Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
N Pertanggung1awaban P;elaksanaan APBD dltentukan oleh
: ‘DPRD o RN
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